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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 
Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan 

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan 
RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat 
Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan melakukan 
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan 
pemangku kepentingan untuk selanjutnya diverifikasi dan 
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 
Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan 
Indonesia Nomor 4286); 

Lembaran Negara Republik 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahurn 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

33 Tahun 2004 tentang 

4. Undang-Undang Nomor 
Pembentukan 

Tahun 2011 tentang 

Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) selanjunya telah dirubah dengan Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

Tahun 2011 tentang 

12 

Peraturan 

Undang-Undang Nomor 12 

EgCatatan 
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informesi Elektronik den/atau hesil cetaknya merupakan alat Dukti yang sah" 
Dokumen ini telah ditandatang ani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronlk yang citerbitkan BSrE 
Surat ini dapat dibukti kan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code 



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

5.Undang-Undang 
Pemerintahan 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Dacrah (Lembaran Negara 

Pemerintahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

Peraturan Daerah tentang Rencana 

Panjang 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

OCatatan 
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pas al 5 ayat 1 Informasi Elektronik den/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 

o Surat ini dapat dibuktükan keasllannya dengan melakukan scan pada QR Code



Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

Daerah 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 301); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2021, tercantum dalam dokumen tersendiri yang 

merupakan 
Gubernur ini; 

KESATU 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

difetapkan di Makassar 

Kpadafapggal: 14 Agustus 2020 
5RNOR SULAWESI SELATAN, G 

el 
Pref i. ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr. 
Si 

Tembusan: 
1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar; 
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. 

UU Catatan. ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronlk yang diterbitkan BSrE 
Surat int dapat dibukükan keasllannya dengan melakukan s can pada QR Code 
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1.1 Latar Belakang 

 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD merupakan 
dokumen untuk Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen 
perencanaanPerangkat Daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan strategis dalam 
menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung 
pencapaian Visi dan Misi Daerah. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD sebagai pedoman kerja selama 
periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan 
yang dituangkan dalam Renstra-PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih 
operasional. 

 Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. 
Proses penyusunan Renja-PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, 
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD/lintas PD, perumusan 
rancangan akhir, dan penetapan Renja-PD melalui peraturan Kepala Daerah.  Program, kegiatan 
dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang 
RKPD begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud terdapat saling keterkaitan 
satu dengan yang lainnya. 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang implementasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan penetapan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah disingkat Bappeda berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah  yang disingkat Bappelitbangda sebagai hasil penggabungan OPD 
Bappeda dan Balitbangda. Selanjutnya ditegaskan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 

Oleh karena belum dilakukan penyusunan dan penetapan Revisi Renstra-PD untuk 
Bappelitbangda, maka penyusunan Renja-PD Tahun 2021 mengacu pada kerangka arahan yang 
dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 serta didasarkan pada evaluasi 
pelaksanaan Renja-PD tahun 2019 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD dan pada 
akhirnya Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan RKA dan RAPBD. 

1.2 Landasan Hukum 

Renja-PD disusun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana berikut : 
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 164, Tambahan Lembaran Negara No. 4421); 
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438); 
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

h. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 
dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan 
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah 
Daerah; 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; 

n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028; 

o. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 

p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

q. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Forum Penelitian, 
Pengembangan dan Inovasi Daerah (FPPID). 
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r. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Tahun 2018-2023; 

s. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan 
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 

t. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renja-PD adalah untuk menjabarkan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2021 serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan 
Bappelitbangda Prov. Sulsel di Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 
Bappelitbangda Prov. Sulsel secara berkesinambungan. 

Adapun tujuan penyusunan Renja-PD adalah :  
1. Sebagai acuan untuk penyusunan RKA Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021; 
2. Menyediakan perencanaan tahunan yang konsisten, implementatif dan tolak ukur penilaian 

kinerja; 
3. Sebagai sarana pengendalian program, kegiatan dan anggaran tahun 2021. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 
Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja-PD agar substansi 
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 
1.1  Latar belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, 
keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD Provinsi, dengan Renja 
K/L dan Renja Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2  Landasan Hukum 
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan 
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappelitbangda Prov. 
Sulsel, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 
penganggaran Bappelitbangda Prov. Sulsel. 



 
BAB I - PENDAHULUAN 

 RENJA-PD TAHUN 2021 - BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL  | 5  

1.3  Maksud dan Tujuan 
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD. 

1.4 Sistematika Penulisan 
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD serta susunan garis besar isi 
dokumen. 

BAB II.  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra 
Perangkat Daerah 

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 
2019 dan Renja Balitbangda tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020. Selanjutnya 
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda dan Renstra Balitbangda berdasarkan 
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2019, dan realisasi Renstra-PD mengacu 
pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk 
Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Adapun materi yang disajikan dalam bagian ini adalah penjelasan tentang realisasi 
program/kegiatan, factor-faktor penyebab ketercapaian target kinerja, serta kebijakan/tindakan 
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk menindaklanjuti faktor-faktor 
penyebab tersebut. 

2.2     Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel berdasarkan 
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  2008. 
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel 
serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Berisikan uraian mengenai : 
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel dan hal kritis yang 

terkait dengan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel; 
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Diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Bappelitbangda Prov. Sulsel 
dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di 
tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi 
Bappelitbangda Prov. Sulsel; 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program 
nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals); 

4.  Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel;  
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk 

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

Berisikan uraian mengenai: 
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan 

hasil analisis kebutuhan; 
2.   Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap 

perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan 
kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan 
cocok namun besarannya berbeda. 

2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para 
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan 
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari  Perangkat Daerah 
kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda Prov. Sulsel maupun 
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappelitbangda Prov. Sulsel dari penelitian 
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). 
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku 

kepentingan tersebut diperoleh; 
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel. 
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BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang 
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas 
pokok dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel. 

3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja 
Renstra Bappeda dan Renstra Balitbangda. 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Berisikan penjelasan mengenai: 
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. 

Misal Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, 
pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan pengembangan 
daerah terisolir 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: 
 Jumlah program dan jumlah kegiatan. 
 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan 

dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). 
 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. 

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, 
baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.  

 

BAB V. PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: 
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 
c. Rencana tindak lanjut. 
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Bappelitbangda 
Prov. Sulsel dan nama dan tanda tangan kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel serta stempel 
pemerintah daerah yang bersangkutan. 



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA 

PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2019

RENJA-PD TAHUN 2021
BAPPELITBANGDA
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Evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, 
dilaksanakan untuk mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi 
target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi 
pelaksanaan tersebut dapat diketahui: 
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi   target kinerja 

program/kegiatan; 
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tersebut. 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra-PD 

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan capaian Renstra-PD didasarkan pada Renja 
Bappeda  Tahun 2019 dan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 maupun Renja Balitbangda Tahun 
2019 dan Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023. 

Untuk urusan perencanaan pembangunan (Bappeda), dalam rangka pencapaian target 
yang ditetapkan telah dilaksanakan 10 Program, dengan rincian capaian kinerja masing-masing 
Program pada tahun 2019 sebagai berikut: 
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas), dengan 

capaian kinerja sebesar 110,32%.  Pencapaian kinerja program ini lebih dari 100% dikarenakan 
ada beberapa kinerja di dalam kegiatan melebihi dari target yang telah ditetapkan. 

2. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Prioritas), dengan capaian kinerja sebesar 
100%. 

3. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan capaian kinerja 
sebesar 100,8%. Pencapaian kinerja program ini lebih dari 100% dikarenakan ada kinerja 
didalam 1 kegiatan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu Kegiatan Penyusunan 
Rencana Aksi Daerah/ Sustainable Development Goals (SDGs) 

4. Program Perencanaa Perekonomian, dengan capaian kinerja sebesar 100%. 
5. Program Perencanaan Sumberdaya Alam, dengan capaian kinerja sebesar 100%. 

BAB II 
EVALUASI HASIL RENJA  

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 
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6. Program Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan, dengan capaian kinerja sebesar 100%. 
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian kinerja sebesar 87,5%.  

Pencapaian kinerja program ini kurang dari 100% dikarenakan ada 1 kegiatan yang tidak bisa 
mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional. 
Tidak terealisasinya hal tersebut disebabkan kelalaian aparatur PNS penanggungjawab 
sehingga terjadi keterlambatan pengurusan pembayaran pajak. Sebagai tindak lanjut untuk 
mengantisipasi permasalahan tersebut diharapkan tingkat koordinasi dan control untuk saling 
mengingatkan akan tugas dan tanggungjawab baik dari atasan maupun bawahan demi 
memperbaiki administrasi dalam mendukung peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan 
dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah. 

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian kinerja sebesar 100%. 
9. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, dengan capaian 

kinerja sebesar 100%. 
10. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan capaian kinerja 

sebesar 48,5%.  
Pencapaian kinerja program ini kurang dari 100% dikarenakan ada 2 kegiatan yang tidak 
mencapai target yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena 
berdasarkan arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bahwasanya kegiatan pengadaan 
pakaian dinas tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Adapun kegiatan tersebut adalah 
sebagai berikut : 
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya 
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 

 Sedangkan untuk urusan penelitian dan pengembangan (Balitbangda), dalam rangka 
pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 6 Program, dengan  capaian kinerja Program 
pada tahun 2019 terealisasi 100% dari target kinerja 100% yang ditetapkan. 

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda dan Renja Balitbangda 
tahun 2019 serta pencapaian Renstra Bappeda dan Renja Balitbangda sampai dengan Tahun 2020 
disajikan pada tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1      Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2019 dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan      
 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)  
      
 

Kode 

 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah Dan Program/Kegiatan 

 
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output) 
Satuan 

 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

PD) Tahun 
2018-2023 

Realisasi   
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan Tahun 
2018 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan  

Tahun 2019 

Target program 
dan kegiatan 

(Renja PD) 
Tahun 2020) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra PD s/d 

Tahun 2020 
Target 

Renja PD 
Tahun 
2019 

Realisasi 
Renja PD 

Tahun 
2019 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2020 

Tingkat 
Capaian 

Realisasi Target 
Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.00      Fungsi Penunjang Pemerintahan 
3.00 01     Perencanaan Pembangunan 
3.00 01 01.00 01  PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 
(Prioritas) 

%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang 
ditetapkan (Prioritas) 

% 100 0 100 100 100,00 100 - - 

% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam 
RKPD dan APBD (Prioritas) 

% 100 0 100 100 100,00 100 - - 

% Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD 
(Prioritas) 

% 99 0 97 97 100,00 98 - - 

3.00 01 01.00 01 001 Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2018-2023 

Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Sulsel yang disusun 
danditetapkan menjadi Peraturan Daerah 

Dokumen 1 0 1 1 100,00 - - - 

3.00 01 01.00 01 003 Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan 
ditetapkan menjadi Perkada 

Dokumen 2 0 2 2 100,00 2 - - 

3.00 01 01.00 01 004 Penyelenggaraan Musrenbang dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah 

Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Orang 1.750 0 350 500 142,86 2.550 - - 
Jumlah Usulan Musrenbang Usulan 13.000 0 2.500 3.525 141,00 350 - - 

3.00 01 01.00 01 005 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) 

Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala e-Planning Laporan 5 0 1 1 100,00 52 52 100,00 
Jumlah Aparatur Perencana OPD yang diberikan 
Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi e-Planning 

Orang 260 0 52 52 100,00 1 1 100,00 

Jumlah Sistem Informasi e-Planning yang 
terpelihara,tersedia dan termanfaatkan 

Sistem 1 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 01 006 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkup 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam 
penyelenggaraan Perencanaan 

Fasilitasi 240 0 48 48 100,00 110 - - 

Jumlah Fasilitasi Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan Perencanaan 

Fasilitasi 550 0 110 110 100,00 48 - - 

3.00 01 01.00 01 007 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 

Jumlah validasi dan reliabel hasil rekonsiliasi data 
daninformasi dalam SIPD 

Data 15.385 0 3.077 1.349 43,84 3.077 615 19,99 

3.00 01 01.00 01 008 Forum Kerjasama Pembangunan Regional 
Sulawesi 

Jumlah dokumen hasil Forum Regional Sulawesi Dok Usulan 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 01 009 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan 
RPJMN/RPJPD dan RTRWN/RTRWP 

Dok 25 0 - - - - - - 

Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RPJMD 
(Provinsi dan 24 Kab/Kota) 

Dok 25 0 14 14 100,00 25 6 24,00 

Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RKPD 
(Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota) 

Dok 125 0 25 25 100,00 - - - 

3.00 01 01.00 01 010 Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan 
dan Penganggaran 

Laporan 10 0 2 2 100,00 2 - - 

3.00 01 01.00 01 011 Penyusunan Usulan Pendanaan dan Konsultasi 
Program Kegiatan Dekonsentrasi, TP dan DAK 

Jumlah Laporan Usulan Pendanaan Dana 
Dekonsentrasi, TP dan DAK 

Laporan 10 0 2 2 100,00 2 - - 

3.00 01 01.00 01 012 Asistensi Usulan Penganggaran 
Pembangunan 

Jumlah OPD yang diasistensi Rencana Kebutuhan 
Anggarannya 

OPD 52 0 52 57 109,62 52 - - 

3.00 01 01.00 01 013 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) 

Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan 
dikembangkan 

Aplikasi 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 01 015 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Prov. Sulsel Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun 
dan disepakati 

Dokumen 10 0 2 2 100,00 2 - - 

3.00 01 01.00 01 016 Pengumpulan updating dan Analisis Informasi 
Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan 

Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah informasi 25.000 0 5.000 3.100 62,00 5.000 - - 
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Kode 
 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

 
Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan (output) 

 
Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

PD) Tahun 
2018-2023 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan Tahun 
2018 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

2019 

 Target 
program 

dan 
kegiatan 

(Renja PD) 
Tahun 
2020) 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra PD s/d 

Tahun 2020 
Target 

Renja PD 
Tahun 
2019 

Realisasi 
Renja PD 

Tahun 
2019 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2020 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

3.00 01 01.00 01 017 Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan APBD, 
Dekon, TP, dan DAK 

Jumlah Dokumen Hasil evaluasi Dokumen APBD 
Provinsi 

Dok 20 0 4 4 100,00  4 - - 

Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi 
penyelenggaraaan Dekosentrasi 

Laporan 20 0 4 4 100,00  4 - - 

Jumlah laporan triwulanan hasil evaluasi 
penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24Kab/Kota) 

Laporan 20 0 4 4 100,00  4 - - 

Jumlah laporan triwulanan hasil evaluasi 
penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota) 

Laporan 20 0 4 4 100,00  4 - - 

3.00 01 01.00 01 019 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra dan 
Renja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen renstra opd yg di evaluasi (56 
Perangkat Daerah 

OPD 112 0 56 112 200,00  56 - - 

Jumlah dokumen Renja opd yg di evaluasi (56 
Perangkat Daerah 

OPD 280 0 56 224 400,00  - - - 

3.00 01 01.00 01 020 Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah 
dan Badan/Lembaga Luar Negeri 

Jumlah dokumen evaluasi kerjasama antar daerah 
dan Badan/Lembaga Luar Negeri 

Laporan 1 0 1 1 100,00  - - - 

Jumlah dokumen hasil evaluasi dalam negeri 
/badan/lembaga luar negeri 

Dok 1 0 1 1 100,00  1 - - 

3.00 01 01.00 01 022 Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan 
Pembangunan 

Rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur 
Sulawesi 

dokumen 48 0 12 12 100,00  12 3 25,00 

3.00 01 01.00 02  PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT 
PERTUMBUHAN BARU (Prioritas) 

Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan 
pengembangannya (Prioritas) 

Kawasan 6 0 3 3 100,00  3 - - 

3.00 01 01.00 02 001 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan 
Ruang 

Jumlah rekomendasi pengembangan pusat 
pertumbuhan baru 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00  4 - - 

Jumlah rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang Rekomendasi 20 0 4 4 100,00  4 - - 
3.00 01 01.00 02 002 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 

Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus 
Jumlah Laporan rencana pengembangan kawasan 
ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus 

laporan 5 0 1 1 100,00  1 - - 

3.00 01 01.00 02 003 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
Industri 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Industri Laporan 5 0 1 1 100,00  1 - - 

3.00 01 01.00 02 004 Perencanaan Pengembangan Perdagangan Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan 
Perdagangan 

Laporan 5 0 1 1 100,00  1 - - 

3.00 01 01.00 02 005 Perencanaan Pengembangan Sektor 
pariwisata 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan 
Sektor Pariwisata 

Laporan 5 0 1 1 100,00  1 - - 

3.00 01 01.00 03  PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN 
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan dalam Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Rekomendasi 50 0 10 10 100,00  10 - - 

3.00 01 01.00 03 001 Koordinasi Pencapaian Gerakan Perbaikan Gizi 
Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 
(1000HPK) 

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi 
Pencapaian Gerakan Perbaikan Gizi Pada 1000 
Hari Pertama Kehidupan (1000HPK) 

Dokumen 5 0 1 1 100,00  1 - - 

3.00 01 01.00 03 002 Penyusunan Rencana Aksi Daerah / Sustainable 
Develompment Goals  (SDGs) 

Jumlah rencana aksi daerah Sustainable development 
Goals (SDGs) yang disusun 

Rencana    Aks  24 0 1 26 2.600,00  24 - - 

3.00 01 01.00 03 003 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusunan 
kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan dan 
kesejahteraan sosial 

Dokumen 10 0 2 2 100,00  2 - - 

3.00 01 01.00 03 004 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas 
Pembangunan Bidang Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas 
Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 

Dokumen 10 0 2 2 100,00  2 - - 

3.00 01 01.00 03 005 Pengembangan Kerjasama Lingkup Bidang 
Pemerintahan, Sosial dan Budaya 

Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kerjasama 
Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 

Dokumen 15 0 3 3 100,00  3 - - 

3.00 01 01.00 03 006 Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas 
Pembangunan pendidikan dan Olahraga 

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan program 
strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan 
olahraga 

Dokumen 10 0 2 2 100,00  2 - - 

3.00 01 01.00 03 007 Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan 
Korupsi Prov Sulsel 

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Updating Rencana 
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Prov. Sulsel 

Dokumen 10 0 2 2 100,00 2 - -  
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Kode 
 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

 
Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan (output) 

 
 

Satuan 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

PD) Tahun 
2018-2023 

Realisasi 
Target Kinerja 
Hasil Program 
dan Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan Tahun 
2018 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan     

Tahun 2019 

Target 
program 

dan 
kegiatan 

(Renja PD) 
Tahun 
2020) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

PD s/d Tahun 2020 
Target 

Renja PD 
Tahun 
2019 

Realisasi 
Renja PD 

Tahun 
2019 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2020 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.00 01 01.00 03 008 Pengembangan dan Pembinaan Kab/Kota 
Layak anak 

Jumlah kabupaten/kota layak anak yang dibina Kab/Kota 5 0 1 8 800,00 2 - - 

3.00 01 01.00 03 009 Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah terkait Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan perangkat daerah terkait 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

Dokumen 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 03 010 Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas 
Pembangunan Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPenyusunan 
Kebijakan/ Program Pembangunan Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Dokumen 10 0 2 2 100,00 2 - - 

3.00 01 01.00 04  PROGRAM PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN 

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian 

Rekomendasi 40 0 8 8 100,00 8 - - 

3.00 01 01.00 04 001 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan 
Kemiskinan 

Jumlah Dokumen Penanggulangan kemiskinan Dokumen 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 04 002 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
Investasi,Penanaman Modal dan PTSP 

Jumlah Laporan perencanaan pengembangan 
investasi,penanaman modal dan PTSP 

Laporan 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 04 003 Koordinasi Pencapaian Indikator Makro Jumlah Laporan capaian indikator makro Laporan 5 0 1 1 100,00 1 - - 
3.00 01 01.00 04 005 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 

Bidang Koperasi dan UKM 
Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Bidang 
Koperasi dan UKM 

Laporan 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 04 009 Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian 
Sektor Kelautan dan Perikanan 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan 

Laporan 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 04 010 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
dan 
Pengendalian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

Laporan 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 04 011 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
dan 
Pengendalian Sektor Perkebunan 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Perkebunan 

Laporan 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 04 012 Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian 
Sektor Peternakan 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Peternakan 

Laporan 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 05  PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA 
ALAM 

Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan 
Pembangunan SDA ke dalam DokumenPerencanaan 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 4 - - 

Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan 
pembangunan sumber daya alam 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 4 - - 

3.00 01 01.00 05 003 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 

Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasiperencanaan 
pelaksanaan dan pengelolaan SDA dan LH 

Laporan 10 0 2 2 100,00 2 - - 

3.00 01 01.00 05 004 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah 
Karbon 

Jumlah rekomendasi integrasi PPRK dalam 
dokumen perencanaan daerah 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 4 - - 

Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PPRK Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 4 - - 
3.00 01 01.00 06  PROGRAM PERENCANAAN 

INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 
Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan ke 
dalam dokumen Perencanaan 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 4 - - 

Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 4 1 25,00 

3.00 01 01.00 06 001 Koordinasi Pembangunan Perumahan, 
Permukiman, Air Minum dan Sanitasi 

Jumlah laporan rekomendasi pelaksanaan dan 
keterpaduan pembangunan PPAS 

Dokumen 9 0 3 3 100,00 2 - - 

3.00 01 01.00 06 004 Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan 
Jembatan 

Jumlah rekomendasi pembangunan jalan daerah 
terisolir 

Rekomendasi 15 0 3 3 100,00 3 - - 

Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang Jalan Rekomendasi 15 0 3 3 100,00 4 - - 
Jumlah rekomendasi penyelenggaraan jalan dan 
jembatan 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 3 - - 

3.00 01 01.00 06 005 Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP Jumlah rekomendasi kelembagaan KOMIR Rekomendasi 10 0 2 2 100,00 2 - - 
Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PSETK Rekomendasi 20 0 4 4 100,00  4 - - 
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Target 

Renstra (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.00 01 01.00 06 006 Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan 
Sistem Irigasi Partisipatif 

Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PPSIP Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 3 - - 
Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang 
Irigasi 

Rekomendasi 15 0 3 3 100,00 4 - - 

Jumlah rekomendasi penanggulangan potensi 
banjir 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 4 - - 

3.00 01 01.00 06 008 Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota 
Sehat 

Jumlah rekomendasi peningkatan capaian 
tatanan kab/kota sehat 

Rekomendasi 20 0 4 4 100,00 4 - - 

3.00 01 01.00 06 009 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
Wilayah 

Jumlah rekomendasi perencanaan sektor 
pengembangan wilayah 

Laporan 16 0 3 3 100,00 3 - - 

3.00 01 01.00 06 010 Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial 
Provinsi 

Jumlah sistem informasi Geospasial yg dikelola Sistem 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 50  PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

% Pemenuhan administrasi perkantoran % 100 0 100 97 97,00 100 24 24,00 

3.00 01 01.00 50 001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik Bulan 60 0 12 12 100,00 12 3 25,00 

3.00 01 01.00 50 002 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 
yang terbayarkan 

Unit 13 0 13 - - 20 - - 

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 
yang terbayarkan 

Unit 20 0 36 - - 13 - - 

3.00 01 01.00 50 003 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 30 0 25 100 400,00 30 84 280,00 
3.00 01 01.00 50 005 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang 

Cetakan dan Penggandaan 
Jumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 25 0 25 25 100,00 25 - - 

3.00 01 01.00 50 006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor yang tersedia 

Unit 12 0 9 9 100,00 12 - - 

3.00 01 01.00 50 008 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang 
tersedia 

Jenis 2 0 2 8 400,00 2 2 100,00 

3.00 01 01.00 50 009 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pameran 5 0 1 1 100,00 1 - - 
3.00 01 01.00 50 010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 

dan Luar Daerah 
Jumlah perjalanan dinas Kali 15.610 0 2.610 1.529 58,58 3.250 114 3,51 

3.00 01 01.00 51  PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 
PRASARANA APARATUR 

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran % 100 0 100 100 100,00 100 10 10,00 

3.00 01 01.00 51 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / 
Asrama 

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang 
dipelihara 

Unit 1 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 51 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian 
Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas 

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang 
dipelihara 

Unit 13 0 13 13 100,00 13 - - 

3.00 01 01.00 51 009 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 
Kantor 

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor 
yang tersedia 

Unit 60 0 13 13 100,00 12 - - 

3.00 01 01.00 51 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor 
yang dipelihara 

Unit 8 0 6 6 100,00 8 - - 

3.00 01 01.00 52  PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, 
PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA 

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu 

% 100 0 100 100 100,00 100 25 25,00 

3.00 01 01.00 52 001 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat 
Daerah 

Orang 0 0 60 114 190,00 60 - - 

3.00 01 01.00 52 002 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 
dan Penganggaran Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan 
Perubahan yang tersusun 

Dokumen 20 0 4 4 100,00 2 - - 

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja 
yang disusun dan ditetapkan 

Dokumen 10 0 2 2 100,00 4 1 25,00 

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan 
ditetapkan 

Dokumen 0 0 1 1 100,00 - - - 

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan 
dilaporkan 

Dokumen 20 0 7 7 100,00 7 5 71,43 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.00 01 01.00 52 004 Pengumpulan dan Publikasi Data dan 

Informasi OPD 
Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Laporan 5 0 2 2 100,00 2 - - 
Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi Jenis 1 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 52 005 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi 
Keuangan 

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 15 0 3 12 400,00 3 3 100,00 

3.00 01 01.00 52 006 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 
dan Akhir Tahun 

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 
yang disusun 

Laporan 10 0 2 2 100,00 2 - - 

3.00 01 01.00 52 007 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Laporan 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 01 01.00 53  PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

% ASN berkinerja sangat baik % 100 0 100 100 100,00 100 25 25,00 

3.00 01 01.00 53 001 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi 
kepegawaiannya 

Orang 150 0 150 141 94,00 4 1 25,00 

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun Laporan 20 0 4 4 100,00 150 209 139,33 
3.00 01 01.00 53 002 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI 

Beserta Perlengkapannya 
Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta 
Perlengkapannya yang tersedia 

Pasang 830 0 150 - - 170 - - 

3.00 01 01.00 53 003 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian 
Khusus Hari-hari tertentu 

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari- 
hari tertentu yang tersedia 

Pasang 830 0 150 - - 170 - - 

3.00 04    Penelitian dan Pengembangan  
3.00 04 01.00 01  PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 

IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN 
(Prioritas) 

% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi 
daerah (Prioritas) 

% 20 0 20 20 100,00 20 - - 

3.00 04 01.00 01 001 Science Techno Park (STP) Berbasis Pertanian Jumlah STP Berbasis Pertanian STP 1 0 1 1 100,00 1 - - 
3.00 04 01.00 01 002 Science Techno Park (STP) Berbasis 

Kehutanan 
Jumlah STP Berbasis Kehutanan STP 1 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 04 01.00 01 003 Penguatan Kluster Inovasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kluster Inovasi Rekomendasi 5 0 1 1 100,00 5 - - 
Jumlah Produk Komoditas Unggulan Daerah Produk 25 0 4 4 100,00 1 - - 

3.00 04 01.00 01 006 Pekan Inovasi Sulawesi Selatan Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan Inovasi Daerah booth 150 0 - 30 - 30 - - 
Jumlah Artikel Seminar Kelitbangan artikel 50 0 20 20 100,00 10 - - 
Jumlah Inkubator Bisnis Teknologi inkubator 25 0 3 3 100,00 5 - - 
Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan Inovasi Daerah booth - 0 30 30 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 01 008 Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang 
Teknologi Perikanan dan Kelautan 
Balitbangda Prov. Sulsel 

Jumlah Data dan Informasi Daya Saing Produk Kelautan 
dan Perikanan 

rekomendasi 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 04 01.00 01 009 Laboratorium Inovasi Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam 
Penerapan Inovasi Daerah 

% 100 0 20 20 100,00 60 - - 

Persentase Kebijakan Inovasi di Daerah % 100 0 - - - 20 - - 
3.00 04 01.00 01 011 Governors Award Jumlah OPD Provinsi/Lembaga Vertikal Berprestasi OPD/lembaga 15 0 1 1 100,00 3 - - 

Jumlah Kab./kota Berprestasi Kab /Kota 15 0 9 9 100,00 3 - - 
Jumlah Lembaga Non Pemerintah Berprestasi lembaga 15 0 - - - 3 - - 
Jumlah Peserta Launching Buku Inovasi orang 500 0 - - - 100 - - 

3.00 04 01.00 01 013 Pengembangan Inkubator Inovasi Jumlah Produk Inkubator Inovasi produk 10 0 1 1 100,00 - - - 
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Inkubator 
Inovasi 

rekomendasi - 0 1 1 100,00 2 - - 

3.00 04 01.00 01 014 Revitalisasi Kebun Raya Pucak Jumlah Kebun Raya Kebun Raya 1 0 1 1 100,00 1 1 100,00 
3.00 04 01.00 02  PROGRAM KELITBANGAN DAN 

PEMANFAATAN 
IPTEK DAERAH 

Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Kelitbangan dan 
pemanfaatan iptek daerah 

Rekomendasi 45 0 9 9 100,00 9 - - 

3.00 04 01.00 02 002 Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman 
Koleksi 

Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi pohon 1.850 0 100 100 100,00 50 - - 
Jumlah Spesies Benih Hasil Eksplorasi Spesies 250 0 50 50 100,00 200 50 25,00 

3.00 04 01.00 02 003 Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi Jumlah Tumbuhan Sulawesi Spesies 350 0 50 50 100,00 60 - - 
3.00 04 01.00 02 005 Penelitian Peningkatan Produktivitas Udang di 

Sulawesi Selatan 
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Udang di 
Sulawesi Selatan 

rekomendasi 3 0 1 1 100,00 - - - 
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3.00 04 01.00 02 007 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks Kepuasan 
Masyarkat (IKM) atas Pelayanan Publik 

rekomendasi 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 04 01.00 02 008 Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis 
Sektor Pemerintahan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick Research 
Isu-su Strategis 

rekomendasi 5 0 1 1 100,00 1 - - 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi 
Peraturan/Program Pemerintah Daerah 

rekomendasi 5 0 - - - 1 - - 

3.00 04 01.00 02 009 Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) di Kab/Kota di Sulawesi Selatan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMDES rekomendasi 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 04 01.00 02 010 Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) Sulawesi Selatan 

Jumlah Peserta Outbound Activity orang 500 0 - - - - - - 
Jumlah Peserta Tour Wisata Edukasi orang 500 0 - - - - - - 
Jumlah Hasil Riset Ilmiah Terbaik dari Hasil Lomba 
Riset Ilmiah 

Riset Ilmiah 15 0 - - - 3 - - 

Jumlah Peserta Launching JAMBORE IPTEK Tahun 
2019 

orang 100 0 - - - 100 - - 

Jumlah Data dan Informasi Bahan Masukan Jambore 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sulsel Tahun 
2020 

data dan 
informasi 

- 0 1 1 100,00 100 - - 

3.00 04 01.00 02 011 Penelitian Kebijakan Kesetaraan Gender, 
Disabilitas dan Kepemudaan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesetaraan 
Gender,Disabilitas dan Kepemudaan 

rekomendasi 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 04 01.00 02 012 Penelitian Kebijakan Sosial dan Pengembangan 
Karakter 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesehatan 
Preventif 

rekomendasi 1 0 - - - - - - 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

rekomendasi 1 0 - - - - - - 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 
Strategi Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial 

rekomendasi 1 0 - - - 1 - - 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 
Pendidikan Vokasional 

rekomendasi 2 0 1 1 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 02 013 Peningkatan Kualitas Kelitbangan Utama Jumlah Persidangan Tim Pengendali Mutu (TPM) sidang 20 0 4 4 100,00 4 - - 
Jumlah Rancangan Kelitbangan Rekomendasi 
Majelis 
Pertimbangan (MP) 

rancangan 10 0 2 2 100,00 2 - - 

Jumlah Rancangan Rekomendasi Dewan Riset 
Daerah (DRD) 

rancangan 20 0 2 2 100,00 4 - - 

3.00 04 01.00 02 014 Rapat Koordinasi (rakor) Kelitbangan Jumlah Rekomendasi Perumusan Perencanaan Kelitbangan 
Tahunan 

rekomendasi 5 0 - - - - - - 

Jumlah Data dan Informasi Bahan Masukan Rapat 
Koordinasi (Rakor) Kelitbangan Tahun 2020 

data dan 
informasi 

- 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 04 01.00 02 016 Penelitian Pengembalian Kejayaan Jeruk Selayar 
di Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembalian 
Kejayaan Jeruk Selayar 

rekomendasi 2 0 1 1 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 02 018 Penerapan Teknologi Adaptif untuk 
Peningkatan Produktivitas Kakao 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan 
Produktivitas Kakao di Sulsel 

rekomendasi 5 0 1 1 100,00 1 - - 

3.00 04 01.00 02 019 Pengembangan dan Peningkatan Produksi Talas 
di Sulsel 

Jumlah Rekomendasi KebijakanPengembangan dan 
Peningkatan Produksi Talas 

rekomendasi 3 0 1 1 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 02 020 Penelitian Peningkatan Potensi dan Animo 
Masyarakat dalam Pengembangan dan 
Peningkatan Produksi Sagu di Sulawesi Selatan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 
Produksi Sagu 

rekomendasi 3 0 1 1 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 50  PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

% Pemenuhan administrasi perkantoran % 100 0 100 100 100,00    

3.00 04 01.00 50 001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik Bulan 12 0 12 12 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 50 002 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 
yang terbayarkan 

Unit 7 0 6 - - - - - 

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 
yangterbayarkan 

Unit 8 0 6 - - - - - 
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Kode Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program (outcomes)/  
Kegiatan (output) 

Satuan Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

PD) Tahun 
2018-2023 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 

Kegiatan s/d 
dengan 

Tahun 2018 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan          

Tahun 2019 

Target 
program 

dan 
kegiatan 

(Renja PD) 
Tahun 
2020) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

PD s/d Tahun 2020 
Target 

Renja PD 
Tahun 
2019 

Realisasi 
Renja PD 

Tahun 
2019 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2020 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.00 04 01.00 50 003 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 21 0,0 21 - - - - - 
3.00 04 01.00 50 005 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan 

Penggandaan 
Jumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 55 0,0 55 55 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 50 006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 
/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 
kantor yang tersedia 

Unit 10 0,0 8 5 62,50 - - - 

3.00 04 01.00 50 008 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia Jenis 3 0,0 2 2 100,00 - - - 
3.00 04 01.00 50 009 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pameran 5 0,0 1 - - - - - 
3.00 04 01.00 50 010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 

Luar Daerah 
Jumlah perjalanan dinas Kali 145 0,0 29 15 51,72 - - - 

3.00 04 01.00 51  PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 
PRASARANA APARATUR 

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran % 100 0,0 100 100 100,00    

3.00 04 01.00 51 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / 
Asrama 

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara Unit 9 0,0 - - - - - - 

3.00 04 01.00 51 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku 
Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas 

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara Unit 15 0,0 12 8 66,67 - - - 

3.00 04 01.00 51 009 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 
Kantor 

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang 
tersedia 

Unit 228 0,0 - - - - - - 

3.00 04 01.00 51 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor 

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang 
dipelihara 

Unit 126 0,0 16 8 50,00 - - - 

3.00 04 01.00 52  PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, 
PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA 

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu 

% 100 0,0 100 100 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 52 001 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah Orang 500 0,0 200 100 50,00 - - - 
3.00 04 01.00 52 002 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 

dan Penganggaran Perangkat Daerah 
Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan 
yang tersusun 

Dokumen 20 0,0 4 1 25,00 - - - 

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang 
disusun dan ditetapkan 

Dokumen 10 0,0 2 2 100,00 - - - 

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Dokumen 1 0,0 1 1 100,00 - - - 
Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan Dokumen 5 0,0 1 - - - - - 

3.00 04 01.00 52 004 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi 
OPD 

Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan Laporan 5 0,0 1 - - - - - 
Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi Jenis 3 0,0 1 - - - - - 

3.00 04 01.00 52 005 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi 
Keuangan 

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 5 0,0 1 - - - - - 

3.00 04 01.00 52 006 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan 
Akhir Tahun 

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang 
disusun 

Laporan 10 0,0 2 1 50,00 - - - 

3.00 04 01.00 52 007 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Laporan 5 0,0 1 1 100,00 - - - 

3.00 04 01.00 53  PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

% ASN berkinerja sangat baik % 100 0,0 100 100 100,00    

3.00 04 01.00 53 001 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi 
kepegawaiannya 

Orang 2 0,0 2 2 100,00 - - - 

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun Laporan 5 0,0 1 - - - - - 
3.00 04 01.00 53 002 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta 

Perlengkapannya 
Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta 
Perlengkapannya yang tersedia 

Pasang 1.125 0,0 - - - - - - 

3.00 04 01.00 53 003 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus 
Hari-hari tertentu 

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-
hari tertentu yang tersedia 

Pasang 1.600 0,0 - - - - - - 

3.00 04 01.00 53 008 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan Orang 250 0,0 - - - - - - 

Sumber : eplanning.sulselprov.go.id/monev 
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2.2   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Sesuai dengan PERDA Prov. Sulsel Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERDA 
Prov. Sulsel Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, 
Bappelitbangdada Prov. Sulsel melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah. 

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel didasarkan pada kajian capaian 
kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra-PD. Dalam 
mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, ditetapkan sasaran kinerja yang merupakan 
pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan, dengan indikator kinerja sebagai suatu parameter 
yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran 
target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target 
kinerja dengan realisasi kinerja. 

Pada tahun 2019 realisasi pencapaian kinerja secara keseluruhan mencapai target yang 
ditetapkan (100%) bahkan melampaui target yang ditetapkan. Untuk urusan perencanaan 
pembangunan memiliki 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 
4 (empat) sasaran strategis. Indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan 
(tercapai ≥ 100%) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100,37% atau melampaui 
dari target yang ditetapkan. 

Sedangkan urusan penelitian dan pengembangan memiliki 5 (lima) indikator sasaran yang 
digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis, capaian indikator sasaran 
tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (tercapai 100%) dari total indikator. 

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel yang berpedoman pada 
Renstra Bappeda dan Renstra Balitbangda, secara rinci dilihat pada tabel 2.2 berikut:  

Tabel  2.2    Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel 

No Indikator  SPM/ 
Standar 
Nasional 

IKK 
Target Renstra PD Realisasi 

Capaian Proyeksi Catatan  
Analisis 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

      Urusan Perencanaan Pembangunan 
1. 
 Rata-rata Capaian Kinerja 

Perangkat Daerah (Evaluasi 
Dokumen Perencanaan 

    92% 
 
 
 
  

94% 
 
 
 
 

95% 96% 94,71%  95% 96% Berpedoman 
Indikator Renstra 
Bappeda 2018-2023 
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Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2020 

2.3  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 
Sebagai OPD hasil penggabungan antara Bappeda dan Balitbangda, tentunya dengan 

kedudukan, fungsi dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan, secara umum Bappelitbangda 
Prov. Sulsel memiliki intensitas beban kerja dan tugas yang bertambah serta lingkup pelayanan 
yang luas. Sebagai unsur perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, 
Bappelitbangda Prov. Sulsel dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan 
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang profesional, mampu menyusun 
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dapat mengakomodir 
pembangunan dalam  berbagai aspek, yang terwujud dalam kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan daerah.  

Nilai SAKIP OPD     80% 80% 85% 90% 80%  85% 90% Berpedoman 
Indikator Renstra 
Bappeda 2018-2023 

% ASN Nilai SKP Kategori 
Baik 

    100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% Berpedoman 
Indikator Renstra 
Bappeda 2018-2023 

2. Prosentase penjabaran 
konsistensi program RPJMD 
kedalam RKPD 

100%   100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% Berpedoman 
Indikator Renstra 
Bappeda 2018-2023 

Prosentase penjabaran 
konsistensi program RKPD 
kedalam APBD 

100%   100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% Berpedoman 
Indikator Renstra 
Bappeda 2018-2023 

Prosentase Indikator Program 
Pembangunan Daerah dengan 
Tingkat Capaian Hasil 
(Outcome) minimal 75% 

    92% 92% 92,5% 92,5% 1586% 

 
  

 92,5% 92,5% Berpedoman 
Indikator Renstra 
Bappeda 2018-2023 

3. Prosentase kesesuaian 
prioritas pembangunan 

    100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% Berpedoman 
Indikator Renstra 
Bappeda 2018-2023 

4. Prosentase kesesuaian 
perencanaan pembangunan 
dengan RTRW 

100%   100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% Berpedoman 
Indikator Renstra 
Bappeda 2018-2023 

      Urusan Penelitian dan Pengembangan 
1. Persentase Perangkat Daerah 

yang menghasilkan Inovasi 
Daerah 

  20% 20% 20% 20% 20%  20% 20% Berpedoman Indikator 
Renstra Balitbangda 
2018-2023 

2. Jumlah kebjakan hasil 
kelitbangan dan pemanfaatan 
iptek daerah 

  9 
rekomen

dasi 

9 
rekomen

dasi 

9 
rekomen

dasi 

9 
rekomen

dasi 

9 
rekome
ndasi 

 9 
rekomen

dasi 

9 
rekomen

dasi 

Berpedoman Indikator 
Renstra Balitbangda 
2018-2023 

3. Nilai SAKIP OPD   80% 90% 100% 100% 90%  100% 100% Berpedoman Indikator 
Renstra Balitbangda 
2018-2023 

Rata-rata Capaian Kinerja 
Perangkat Daerah 

  100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% Berpedoman Indikator 
Renstra Balitbangda 
2018-2023 

Persentase ASN Nilai SKP 
Kategori Baik 

  100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% Berpedoman Indikator 
Renstra Balitbangda 
2018-2023 
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Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel apabila diukur secara 
kuantitas program dan kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel telah menunjukkan pencapaian kinerja, 
namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi 
Bappelitbangda Prov. Sulsel,  namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin 
bertambahnya beban kerja SDM aparatur yang ada. 

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan 
fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel yaitu: 
1. Kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan 

kurang memadai sesuai kebutuhan, disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan 
perbedaan sumber data dan informasi; 

2. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan dalam melibatkan masyarakat dan dunia 
usaha; 

3. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan 
evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan 
datang; 

4. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM demi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 
5. Belum optimalnya penguasaan metodologi dan analisis bagi Pejabat Fungsional Perencana 

maupun Pejabat Fungsional Peneliti/Perekayasa; 
6. Pemanfaaatan hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan 

perencanaan pembangunan; 
7. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah. 

Namun demikian perumusan perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk mendukung 
visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional, dan pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs). 

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bappelitbangda Prov. Sulsel menghadapi beberapa 
tantangan, antara lain: 
a. Kualitas koordinasi serta data dan informasi yang belum maksimal; 
b. Belum optimalnya kemampuan SDM dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan daerah; 
c. Semakin tingginya tuntutan untuk menyusun dokumen perencanaan yang semakin berkualitas 

dan konsisten atau sejalan dengan penganggaran, dengan basis kewilayahan (spasial) yang 
tepat dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional; 
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d. Untuk urusan perencanaan pembangunan, berusaha berkompetisi untuk meraih nominasi 
kategori terbaik ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dengan menyiapkan 
dokumen RKPD Provinsi dengan lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat 
dilaksanakan; 

e. Untuk urusan penelitian dan pengembangan, berusaha untuk meningkatkan dan 
mempertahankan keberhasilan mendapatkan penghargaan, antara lain “Anugerah Iptek dan 
Inovasi Tahun 2019 dari Kemenristekdikti RI“ dan “Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (BPPD) Provinsi Berkinerja Utama Tahun 2019” dari Kemenristekdikti RI; 

f. Ketersediaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai referensi dalam pengambilan 
suatu kebijakan. 

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam melaksanakan 
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, antara lain: 
1) Terjalinnya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi antara bidang-bidang di 

Bappelitbangda dengan leading sector; 
2) Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan; 

3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan 
fungsi Bappelibangda; 

4) Amanat peraturan-perundang-undangan terkait perencanaan, penelitian dan inovasi. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, permasalahan, tantangan 
dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel, maka 
diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 
Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai berikut :  
a) Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah 

guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 
b) Peningkatan konsistensi (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun 

dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota; 
c) Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan 

dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) serta dokumen APBD; 
d) Penyempurnaan  integrasi  aplikasi  Sistem  Informasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah 

(e-Planning) dengan sistem  informasi  Perencanaan  Pembangunan  lainnya (e-budgeting dan 
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e-RKBMD), yang selanjutnya ke depan akan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi 
Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sehingga 
tercapai konsistensi dan transparasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 

e) Pengoptimalan fungsi kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya 
aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan 
keuangan; 

f) Meningkatkan kapasitas penguasaan metodologi dan analisis bagi Pejabat Fungsional 
Perencana, Pejabat Fungsional Peneliti/Perekayasa dan staf Bappelitbangda Prov. Sulsel 
melalui kegiatan workshop dan FGD; 

g) Mengharapkan dukungan anggaran minimal 1% dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
melaksanakan mekanisme/tahapan kegiatan kelitbangan sesuai Permendagri RI Nomor 17 
Tahun 2016 sehingga diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang 
berkualitas untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Sulawesi Selatan. 

2.4   Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan awal RKPD Prov Sulsel Tahun 2021 merupakan acuan bagi penyusunan Renja-
PD. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021, 
Bappelitbangda Prov. Sulsel melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Prov. Sulsel 
Tahun 2021, apakah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh 
Bappelitbangda Prov. Sulsel.   

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021 dimaksudkan untuk 
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan 
analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif 
yang disediakan untuk Bappelitbangda Prov. Sulsel berdasarkan rancangan awal RKPD Prov. Sulsel 
Tahun 2021. 

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun 
terdapat beberapa kegiatan yang berbeda antara rancangan awal RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021 
dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda Prov. Sulsel yang disesuaikan dengan hasil 
telaahan bersama, efisiensi kegiatan dan jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021. Untuk lebih rinci, disajikan dalam tabel 2.3 berikut: 
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Tabel 2.3       Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) 

No 
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja  Target 
Capaian   Pagu Indikatif  Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja  Target 

Capaian   Kebutuhan Dana  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

       Perencanaan Pembangunan 
01 PROGRAM 

PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 
(Prioritas) 

  %Ketersediaan RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD yang ditetapkan 
(Prioritas) 

100 % 12.547.398.749,35 PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 
(Prioritas) 

  %Ketersediaan RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD yang 
ditetapkan (Prioritas) 

100 % 12.132.784.453,35    

% Penjabaran Konsistensi 
Program RPJMD ke dalam RKPD 
dan APBD (Prioritas) 

100 % % Penjabaran Konsistensi 
Program RPJMD ke dalam 
RKPD dan APBD (Prioritas) 

100 % 

% Rata-Rata Capaian Kinerja 
Program RPJMD (Prioritas) 

97 % % Rata-Rata Capaian Kinerja 
Program RPJMD (Prioritas) 

97 % 

002 Penyusunan Dokumen 
Perubahan RPJMD Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 
2018-2023 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Perubahan 
RPJMD Prov. Sulsel yang 
disusun dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah 

1  Dokumen 344.399.623,35 Penyusunan Dokumen 
Perubahan RPJMD Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 
2018-2023 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Perubahan 
RPJMD Prov. Sulsel yang 
disusun dan ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah 

1 Dokumen 544.399.623,35   

003 Penyusunan Dokumen 
RKPD Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen RKPD yang 
tersusun dan ditetapkan 
menjadi Perkada 

2  Dokumen 356.728.000,00 Penyusunan Dokumen 
RKPD Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen RKPD yang 
tersusun dan ditetapkan 
menjadi Perkada 

2 Dokumen 556.728.000,00   

004 Penyelenggaraan 
Musrenbang dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah Usulan Musrenbang 2600 Usulan 357.667.522,00       
  

  
Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasionalisasi 
Program, kegiatan 
dan anggaran 

Jumlah peserta yang mengikuti 
Musrenbang 

350 Orang 

005 Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah (e-
Planning) 

Kota 
Makassar 

Jumlah Aparatur Perencana 
OPD yang diberikan Pelatihan 
Penggunaan Sistem Informasi       
e-Planning  

52 Orang 160.942.400,00 Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah      
(e-Planning) 

Kota 
Makassar 

Jumlah Aparatur Perencana 
OPD yang diberikan Pelatihan 
Penggunaan Sistem Informasi    
e-Planning 

52 Orang 560.942.400,00   

Jumlah Sistem Informasi          
e-Planning yang terpelihara, 
tersedia dan termanfaatkan 

1 Sistem Jumlah Sistem Informasi e-
Planning yang terpelihara, 
tersedia dan termanfaatkan 

1 Sistem 

Jumlah Laporan Pemeliharaan 
Berkala e-Planning 

1 Laporan Jumlah Laporan Pemeliharaan 
Berkala e-Planning 

1 Laporan 

006 Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Perencanaan Lingkup 
Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Kota 
Makassar 

Jumlah Fasilitasi Perangkat 
Daerah dalam penyelenggaraan 
Perencanaan 

110 Fasilitasi 67.145.750,00      Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasionalisasi 
Program, 
kegiatan dan 
anggaran 

Jumlah Fasilitasi Kabupaten/ 
Kota dalam penyelenggaraan 
Perencanaan 

48 Fasilitasi 

007 Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi Pembangunan 
Daerah (SIPD)  

Kota 
Makassar 

Jumlah validasi dan reliabel 
hasil rekonsiliasi data dan 
informasi dalam SIPD 

3077 Data 113.966.300,00 Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi Pembangunan 
Daerah (SIPD)  

Kota 
Makassar 

Jumlah validasi dan reliabel 
hasil rekonsiliasi data dan 
informasi dalam SIPD 
    

3077 Data 843.337.076,00   
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No 
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 
 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
008 Forum Kerjasama 

Pembangunan Regional 
Sulawesi 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen hasil Forum 
Regional Sulawesi 

1 Dok 
Usulan 

106.296.000,00       
 

  Sesuai dengan hasil 
Blue print Rasiona 
lisasi Program 
kegiatan dan 
anggaran 

009 Pengendalian dan Evaluasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen hasil evaluasi 
dokumen RPJMD (Provinsi dan 24 
Kab/Kota) 

0 Dok 406.296.600,00 Pengendalian dan Evaluasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen hasil evaluasi 
dokumen RPJMD (Provinsi dan 24 
Kab/Kota) 

0 Dok 506.296.600,00   

Jumlah dokumen hasil evaluasi 
dokumen RKPD (Provinsi Sulawesi 
Selatan dan 24 Kab/Kota) 

25 Dok Jumlah dokumen hasil evaluasi 
dokumen RKPD (Provinsi 
Sulawesi Selatan dan 24 
Kab/Kota) 

25 Dok 

Jumlah dokumen evaluasi RPJPD 
dengan RPJMN/RPJPD dan 
RTRWN/RTRWP 

0 Dok Jumlah dokumen evaluasi RPJPD 
dengan PJMN/RPJPD dan 
RTRWN/RTRWP 

0 Dok 

010 Sinergitas Perencanaan dan 
Penganggaran 
Pembangunan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Sinergitas Perencanaan dan 
Penganggaran 

2 Laporan 534.910.525,00 Sinergitas Perencanaan dan 
Penganggaran 
Pembangunan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Sinergitas Perencanaan dan 
Penganggaran 

2 Laporan 534.910.525,00   

011 Penyusunan Usulan 
Pendanaan dan Konsultasi 
Program Kegiatan 
Dekonsentrasi, TP dan DAK 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Usulan Pendanaan 
Dana Dekonsentrasi, TP dan DAK 

2 Laporan 202.215.000,00       
 

  Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasionalisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran 012 Asistensi Usulan 

Penganggaran Pembangunan 
Kota 

Makassar 
Jumlah OPD yang diasistensi 
Rencana Kebutuhan Anggarannya 

52 OPD 5.185.000,00       
 

  

013 Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi Monitoring dan 
Evaluasi (SIMONEV) 

Kota 
Makassar 

Jumlah sistem aplikasi yang dikelola 
dan dikembangkan 

1 Aplikasi 149.535.400,00       
 

  

015 Penyusunan KUA dan 
PPAS APBD Prov. Sulse 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS 
yang tersusun dan disepakati  

2 Dokumen 485.004.900,00       
 

  

016 Pengumpulan updating dan 
Analisis Informasi 
Pencapaian Target Kinerja 
Program dan Kegiatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Data Sistem Informasi 
Pembangunan Daerah 

5000 
informasi 

111.996.000,00          

017 Pengendalian, Evaluasi, dan 
Pelaporan APBD, Dekon, 
TP, dan DAK 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Hasil evaluasi 
Dokumen APBD Provinsi 

4 Dok 200.659.500,00      

Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi 
penyelenggaraaan Dekosentrasi 

4 Laporan 

Jumlah laporan triwulanan hasil 
evaluasi penyelenggaraan DAK (24 
Kab/Kota) 

4 Laporan 

Jumlah laporan triwulanan hasil 
evaluasi penyelenggaraan Tugas 
Pembantuan (24 Kab/Kota) 

4 Laporan 
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No 
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 
 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
019 Pengendalian dan Evaluasi 

Dokumen Renstra dan 
Renja Perangkat Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen Renja opd yg 
di evaluasi (56 Perangkat 
Daerah 

56 OPD 90.219.000,00       
  

 
  Sesuai dengan 

hasil Blue print 
rasionalisasi 
Program, 
kegiatan dan 
anggaran 

Jumlah dokumen renstra opd yg 
di evaluasi (56 Perangkat 
Daerah 

0 OPD 

020 Fasilitasi dan Evaluasi 
Kerjasama Antar Daerah 
dan Badan/Lembaga Luar 
Negeri 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen hasil evaluasi 
dalam negeri /badan/lembaga 
luar negeri 

0 Dok 267.546.000,00       
  

 
  

Jumlah dokumen evaluasi 
kerjasama antar daerah dan 
Badan/Lembaga Luar Negeri 

1 Laporan 

022 Fasilitasi Tim Gubernur untuk 
Percepatan Pembangunan 

Kota 
Makassar 

Rekomendasi dan pertimbangan 
kepada Gubernur Sulawesi 

12 dokumen 8.586.170.229,00 Fasilitasi Tim Gubernur untuk 
Percepatan Pembangunan 

Kota 
Makassar 

Rekomendasi dan 
pertimbangan kepada 
Gubernur Sulawesi 

12 dokumen 8.586.170.229,00  

02 PROGRAM 
PENGEMBANGAN PUSAT 
PERTUMBUHAN BARU 
(Prioritas) 

  Jumlah Kawasan yang 
difasilitasi perencanaan dan 
pengembangannya (Prioritas) 

3 Kawasan 716.479.080,23 PROGRAM 
PENGEMBANGAN PUSAT 
PERTUMBUHAN BARU 
(Prioritas) 

  Jumlah Kawasan yang 
difasilitasi perencanaan 
dan pengembangannya 
(Prioritas) 

3 Kawasan 356.227.346,97   

001 Koordinasi Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi 
pengembangan pusat 
pertumbuhan baru 

4  
rekomendasi 

170.588.642,64 Koordinasi 
Penyelenggaraan Penataan 
Ruang 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi 
pengembangan pusat 
pertumbuhan baru 

4  
rekomendasi 

170.588.642,64   

Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan penataan ruang 

4  
rekomendasi 

Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan penataan  
ruang 

4  
rekomendasi 

002 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Ekonomi 
Baru dan Kawasan Khusus 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan rencana 
pengembangan kawasan 
ekonomi baru dan kawasan 
ekonomi khusus 

1 laporan 185.638.704,33 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Ekonomi 
Baru dan Kawasan Khusus 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan rencana 
pengembangan kawasan 
ekonomi baru dan kawasan 
ekonomi khusus 

1 laporan 185.638.704,33   

003 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Industri 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Industri 

1 Laporan 117.427.080,10       
  

Sesuai dengan 
hasil Blue print 
rasionalisasi 
Program, 
kegiatan dan 
anggaran 
  

004 Perencanaan 
Pengembangan 
Perdagangan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Perdagangan 

1 Laporan 125.397.573,06       
  

005 Perencanaan 
Pengembangan Sektor 
pariwisata 
 
  

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan SektorPariwisata 

1 Laporan 117.427.080,10       
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No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 
 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokas
i Indikator Kinerja Target 

Capaian Kebutuhan Dana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

03 PROGRAM 
PERENCANAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 

  Jumlah Rekomendasi Hasil 
Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan dalam Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

10 
Rekomendasi 

1.366.830.584,93 PROGRAM 
PERENCANAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 

  Jumlah Rekomendasi Hasil 
Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan dalam Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

10     
Rekomendasi 

709.675.297,32   

001 Koordinasi Pencapaian 
Gerakan Perbaikan Gizi 
Pada 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (1000HPK) 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Koordinasi 
Pencapaian Gerakan Perbaikan 
Gizi Pada 1000 Hari Pertama 
Kehidupan (1000HPK) 

1 Dokumen 127.226.541,45         
 

Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program,kegiatan 
dan anggaran 

002 Penyusunan Rencana Aksi 
Daerah / Sustainable 
Develompment Goals (SDGs) 

Kota 
Makassar 

Jumlah rencana aksi daerah 
Sustainable development Goals 
(SDGs) yang disusun 

24 Rencana 
Aksi 

366.860.919,04 Penyusunan Rencana Aksi 
Daerah / Sustainable 
Develompment Goals (SDGs) 

Kota 
Makassar 

Jumlah rencana aksi daerah 
Sustainable development 
Goals (SDGs) yang disusun 

24 Rencana 
Aksi 

366.860.919,04   

003 Penyusunan Kebijakan/ 
Program Prioritas Kesehatan 
dan Kesejahteraan Sosial 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 
penyusunan kebijakan program 
prioritas pembangunan kesehatan 
dan kesejahteraan sosial 

2 Dokumen 71.318.781,16 Penyusunan Kebijakan/ 
Program Prioritas 
Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan penyusunan 
kebijakan program prioritas 
pembangunan kesehatan dan 
kesejahteraan sosial 

2 Dokumen 71.318.781,16 
 

004 Penyusunan Kebijakan/ 
Program Prioritas 
Pembangunan Bidang 
Pemerintahan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan 
Program Prioritas Pembangunan 
Kelembagaan Pemerintah dan 
Masyarakat 

2 Dokumen 129.928.403,44 Penyusunan Kebijakan/ 
Program Prioritas 
Pembangunan Bidang 
Pemerintahan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan 
Program Prioritas 
Pembangunan Kelembagaan 
Pemerintah dan Masyarakat 

2 Dokumen 129.928.403,44 
 

005 Pengembangan Kerjasama 
Lingkup Bidang 
Pemerintahan, Sosial dan 
Budaya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengembangan Kerjasama 
Lingkup Bidang Pemerintahan, 
Sosial dan Budaya 

3 Dokumen 70.279.603,46       
  

Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program 
kegiatan dan 
anggaran 

006 Penyusunan Kebijakan/ 
Program Prioritas 
Pembangunan pendidikan 
dan Olahraga 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Hasil 
pelaksanaan program strategis 
pembangunan pendidikan, 
pemuda dan olahraga 

2 Dokumen 141.567.193,68 Penyusunan Kebijakan/ 
Program Prioritas 
Pembangunan pendidikan 
dan Olahraga 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Hasil 
pelaksanaan program strategis 
pembangunan pendidikan, 
pemuda dan olahraga 

2 Dokumen 141.567.193,68 
 

007 Updating Rencana Aksi 
Daerah Pemberantasan 
Korupsi Prov Sulsel 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Updating Rencana 
Aksi Daerah Pemberantasan 
Korupsi Prov. Sulsel 

2 Dokumen 98.753.072,44         
 

Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program 
kegiatan dan 
anggaran 
   

008 Pengembangan dan 
Pembinaan Kab/Kota Layak 
anak 

Kota 
Makassar 

Jumlah kabupaten/kota layak anak 
yang dibina 

2 Kab/Kota 112.678.053,62         
 

009 Sinergitas dan Harmonisasi 
Kegiatan Perangkat Daerah 
terkait Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan sinergitas dan 
harmonisasi kegiatan perangkat 
daerah terkait Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia  

1 Dokumen 134.500.785,32         
 



 
BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 

 RENJA-PD TAHUN 2021 - BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL  | 26   

  
No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
Penting 

 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Kebutuhan Dana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

010 Penyusunan Kebijakan/ 
Program Prioritas 
Pembangunan 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Penyusunan 
Kebijakan/ Program Pembangunan 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

2 Dokumen 113.717.231,32         
 

Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran 

04 PROGRAM 
PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN 

 
Jumlah Rekomendasi Hasil 
Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Dalam Bidang 
Perekonomian 

8   
Rekomendasi 

982.028.797,21 PROGRAM PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN 

  Jumlah Rekomendasi Hasil 
Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Dalam Bidang 
Perekonomian 

8    
Rekomendasi 

764.784.633,41 
 

001 Koordinasi Perencanaan 
Penanggulangan Kemiskinan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Penanggulangan 
kemiskinan 

1 Dokumen 335.412.223,17 Koordinasi Perencanaan 
Penanggulangan Kemiskinan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen 
Penanggulangan kemiskinan 

1 Dokumen 335.412.223,17 
 

002 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Investasi, 
Penanaman Modal dan PTSP 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
pengembangan investasi, 
penanaman modal dan PTSP 

1 Laporan 77.446.750,90 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Investasi, 
Penanaman Modal dan PTSP 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
pengembangan investasi, 
penanaman modal dan PTSP 

1 Laporan 77.446.750,90 
 

003 Koordinasi Pencapaian 
Indikator Makro 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan capaian indikator 
makro 

1 Laporan 12.809.897,96 Koordinasi Pencapaian 
Indikator Makro 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan capaian 
indikator makro 

1 Laporan 12.809.897,96 
 

005 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Bidang 
Koperasi dan UKM 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Bidang Koperasi 
dan UKM 

1 Laporan 98.749.893,75 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Bidang 
Koperasi dan UKM 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Bidang 
Koperasi dan UKM 

1 Laporan 98.749.893,75 
 

009 Perencanaan Pengembangan 
dan Pengendalian Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian 
Sektor Kelautan dan Perikanan 

1 Laporan 125.248.925,10 Perencanaan Pengembangan 
dan Pengendalian Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Kelautan 
dan Perikanan 

1 Laporan 125.248.925,10   

010 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan dan 
Pengendalian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian 
Sektor Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

1 Laporan 115.116.942,53 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan dan 
Pengendalian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

1 Laporan 115.116.942,53   

011 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan dan  
Pengendalian Sektor 
Perkebunan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian 
Sektor Perkebunan 

1 Laporan 110.700.437,30       
  

Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasiona lisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran 
   

012 Perencanaan Pengembangan 
dan Pengendalian Sektor 
Peternakan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian 
Sektor Peternakan 

1 Laporan 106.543.726,50       
  

05 PROGRAM 
PERENCANAAN 
SUMBERDAYA ALAM 

  Jumlah Rekomendasi 
Kesesuaian Perencanaan 
Pembangunan SDA ke dalam 
Dokumen Perencanaan 

4   
Rekomendasi 

294.113.461,91 PROGRAM PERENCANAAN 
SUMBERDAYA ALAM 

  Jumlah Rekomendasi 
Kesesuaian Perencanaan 
Pembangunan SDA ke dalam 
Dokumen Perencanaan 

4        
Rekomendasi 

218.529.256,85   

Jumlah Rekomendasi pembinaan 
teknis perencanaan 
pembangunan sumber daya alam 

4 
Rekomendasi 

Jumlah Rekomendasi 
Pembinaan teknis perencanaan 
pembangunan sumber daya alam 

4     
Rekomendasi 

003 Koordinasi Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Pengelolaan 
SDA dan Lingkungan Hidup 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen pelaksanaan 
koordinasi perencanaan 
pelaksanaan dan pengelolaan SDA 
dan LH 

2 Laporan 218.529.256,85 Koordinasi Perencanaan, 
Pelaksanaan dan 
Pengelolaan SDA dan 
Lingkungan Hidup 

Kota 
Makassar 

Jumlah dokumen pelaksanaan 
koordinasi perencanaan 
pelaksanaan dan pengelolaan 
SDA dan LH 

2 Laporan 218.529.256,85   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
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 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Kebutuhan Dana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

004 Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Rendah 
Karbon 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi integrasi 
PPRK dalam dokumen 
perencanaan daerah 

4  
Rekomendasi 

75.584.205,06       
  

  
Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran Jumlah rekomendasi 

penyelenggaraan PPRK 
4  

Rekomendasi 
06 PROGRAM 

PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR DAN 
KEWILAYAHAN 

  Jumlah Rekomendasi 
Kesesuaian Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur 
dan Kewilayahan ke dalam 
dokumen Perencanaan 

4  
Rekomendasi 

4.915.642.490,86 PROGRAM 
PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR DAN 
KEWILAYAHAN 

  Jumlah Rekomendasi 
Kesesuaian Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur 
dan Kewilayahan ke dalam 
dokumen Perencanaan 

4 
Rekomendasi 

4.138.734.029,00   

Jumlah Rekomendasi 
Pembinaan teknis Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

4  
Rekomendasi 

Jumlah Rekomendasi 
Pembinaan teknis 
Perencanaan Pembangunan 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

4 
Rekomendasi 

001 Koordinasi Pembangunan 
Perumahan, Permukiman, 
Air Minum dan Sanitasi 

Kota 
Makassar 

Jumlah laporan rekomendasi 
pelaksanaan dan keterpaduan 
pembangunan PPAS 

2 Dokumen 302.517.337,50       
  

Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasiona  lisasi 
Program,kegiatan 
dan anggaran 

004 Koordinasi Penyelenggaraan 
Jalan dan Jembatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi pembangunan 
jalan daerah terisolir 

3  
Rekomendasi 

291.300.527,00 Koordinasi 
Penyelenggaraan Jalan dan 
Jembatan 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi 
pembangunan jalan daerah 
terisolir 

3      
Rekomendasi 

291.300.527,00   

Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan jalan dan jembatan 

4  
Rekomendasi 

Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan jalan dan 
jembatan 

4      
Rekomendasi 

Jumlah rekomendasi pengusulan 
DAK Bidang Jalan 

3  
Rekomendasi 

Jumlah rekomendasi pengusulan 
DAK Bidang Jalan 

3      
Rekomendasi 

005 Koordinasi Pelaksanaan 
Program IPDMIP 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi kelembagaan 
KOMIR 

2  
Rekomendasi 

3.446.400.000,00 Koordinasi Pelaksanaan 
Program IPDMIP 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi 
kelembagaan KOMIR 

2  
Rekomendasi 

3.446.400.000,00   

Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan PSETK 

4  
Rekomendasi 

Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan PSETK 

4  
Rekomendasi 

006 Koordinasi Penyelenggaraan 
Pengelolaan Sistem Irigasi 
Partisipatif 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi pengusulan 
DAK Bidang Irigasi 

3  
Rekomendasi 

314.252.144,36       
  
  

  
Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran  

Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan PPSIP 

4  
Rekomendasi 

Jumlah rekomendasi 
penanggulangan potensi banjir 

4  
Rekomendasi 

008 Koordinasi Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi peningkatan 
capaian tatanan kab/kota sehat 

4  
Rekomendasi 

160.138.980,00       
  

009 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Wilayah 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi perencanaan 
sektor pengembangan wilayah 

3 Laporan 166.150.962,00 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Wilayah 

Kota 
Makassar 

Jumlah rekomendasi perencanaan 
sektor pengembangan wilayah 

3 Laporan 166.150.962,00 
 

010 Pengelolaan Jaringan 
Informasi Geospasial 
Provinsi 

Kota 
Makassar 

Jumlah sistem informasi Geospasial 
yg dikelola 

1 Sistem 234.882.540,00 Pengelolaan Jaringan 
Informasi Geospasial  
Provinsi 

Kota 
Makassar 

Jumlah sistem informasi 
Geospasial yg dikelola 

1 Sistem 234.882.540,00   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
Penting 

 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Kebutuhan Dana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

50 PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

  % Pemenuhan administrasi 
perkantoran  

100 % 3.683.446.797,37 PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

  % Pemenuhan administrasi 
perkantoran  

100 % 5.317.073.136,89   

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Kota 
Makassar 

Jumlah biaya tagihan telepon, air 
dan listrik 

12 Bulan 22.802.385,60 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Kota 
Makassar 

Jumlah biaya tagihan telepon, 
air dan listrik 

12 Bulan 261.455.906,96   

002 Penyediaan Jasa Perizinan 
Kendaraan Dinas/ Operasional 

Kota 
Makassar 

Jumlah pajak kendaraan dinas 
/operasional Roda 2 yang 
terbayarkan 

20 Unit 15.834.990,00 Penyediaan Jasa Perizinan 
Kendaraan Dinas/ 
Operasional 

Kota 
Makassar 

Jumlah pajak kendaraan dinas/ 
operasional Roda 2 yang 
terbayarkan 

20 Unit 254.488.511,36   

Jumlah pajak kendaraan dinas/ 
operasional Roda 4 yang 
terbayarkan 

13 Unit Jumlah pajak kendaraan dinas 
/operasional Roda 4 yang 
terbayarkan 

13 Unit 

003 Penyediaan Jasa Tenaga Non 
PNS 

Kota 
Makassar 

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 30 Orang 616.160.893,62 Penyediaan Jasa Tenaga 
Non PNS 

Kota 
Makassar 

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 30 Orang 854.814.414,98   

005 Penyediaan Alat Tulis Kantor, 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Makassar 

Jumlah ATK yang tersedia 25 Jenis 
ATK 

261.807.279,33 Penyediaan Alat Tulis Kantor, 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Makassar 

Jumlah ATK yang tersedia 25 Jenis ATK 500.460.800,69   

006 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan 
kantor yang tersedia 

12 Unit 36.948.310,00       
 

  Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program,kegiatan 
dan anggaran 

008 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Kota 
Makassar 

Jumlah biaya jamuan makan dan 
minum yang tersedia 

2 Jenis 1.605.381.372,68 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

Kota 
Makassar 

Jumlah biaya jamuan makan 
dan minum yang tersedia 

2 Jenis 1.844.034.894,04   

009 Pelaksanaan dan Keikutsertaan 
Pameran 

Kota 
Makassar 

Jumlah Keikutsertaan dalam 
Pameran 

1 Pameran 176.611.866,13 Pelaksanaan dan 
Keikutsertaan Pameran 

Kota 
Makassar 

Jumlah Keikutsertaan dalam 
Pameran 

1 Pameran 415.265.387,49   

010 Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah perjalanan dinas 3250 Kali 947.899.700,01 Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah perjalanan dinas 3250 Kali 1.186.553.221,37   

51 PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA 
APARATUR 

  % Pemenuhan sarana prasarana 
perkantoran  

100 % 3.351.558.399,70 PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA 
APARATUR 

  % Pemenuhan sarana 
prasarana perkantoran  

100 % 3.940.146.572,15   

004 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung Kantor / Asrama 

Kota 
Makassar 

Jumlah Unit gedung kantor/asrama 
yang dipelihara 

1 Unit 936.255.450,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung Kantor / Asrama 

Kota 
Makassar 

Jumlah Unit gedung 
kantor/asrama yang dipelihara 

1 Unit 1.053.973.084,49   

006 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
dan Penggantian Suku Cadang 
Kendaraan Jabatan /Dinas 

Kota 
Makassar 

Jumlah kendaraan jabatan/ dinas 
yang dipelihara 

13 Unit 430.994.206,80 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
dan Penggantian Suku Cadang 
Kendaraan Jabatan/ Dinas 

Kota 
Makassar 

Jumlah kendaraan jabatan/dinas 
yang dipelihara 

13 Unit 548.711.841,29   

009 Pengadaan Perlengkapan 
dan Peralatan Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah perlengkapan & peralatan 
gedung kantor yang tersedia 

12 Unit 1.398.394.500,00 Pengadaan Perlengkapan 
dan Peralatan Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah perlengkapan & peralatan 
gedung kantor yang tersedia 

12 Unit 1.516.112.134,49   

010 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan dan Peralatan 
Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah perlengkapan dan peralatan 
gedung kantor yang dipelihara 

8 Unit 456.280.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan dan Peralatan 
Kantor 

Kota 
Makassar 

Jumlah perlengkapan dan 
peralatan gedung kantor yang 
dipelihara 

8 Unit 573.997.634,49   

012 Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi/ Aplikasi/ Website 

Kota 
Makassar 

Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi 
yang dipelihara dan dikembangkan 

3 Sistem 
Informasi/ 
Aplikasi 

129.634.242,90 Pemeliharaan dan 
Pengembangan Sistem 
Informasi/ Aplikasi/ Website 

Kota 
Makassar 

Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi 
yang dipelihara dan 
dikembangkan 

3 Sistem 
Informasi/ 
Aplikasi 

247.351.877,39   

Jumlah Berita/Informasi yang 
diposting di Website 

150 Berita/ 
Informasi 

Jumlah Berita/Informasi yang 
diposting di Website 

150 Berita/ 
Informasi 
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No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 

Penting 
 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
52 PROGRAM PENINGKATAN 

PERENCANAAN, 
PENGANGARAN DAN 
EVALUASI KINERJA 

  % Keterpenuhan dokumen 
perencanaan, penganggaran 
dan pelaporan kinerja tepat 
waktu  

100 % 1.128.120.119,62 PROGRAM PENINGKATAN 
PERENCANAAN, 
PENGANGGARAN DAN 
EVALUASI KINERJA 

  % Keterpenuhan dokumen 
perencanaan, penganggaran 
dan pelaporan kinerja tepat 
waktu  

100 % 986.500.352,00   

001 Pelaksanaan Forum 
Perangkat Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah Peserta yang mengikuti 
Forum Perangkat Daerah 

60 Orang 42.653.884,00         
 

Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasion lisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran 

002 Penyusunan dan Evaluasi 
Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran Perangkat 
Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Renja dan 
Perubahan Renja yang disusun 
dan ditetapkan 

2   Dokumen 468.391.462,94 Penyusunan dan Evaluasi 
Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran Perangkat 
Daerah 

Kota 
Makassar 

Jumlah Dokumen Renja dan 
Perubahan Renja yang 
disusun dan ditetapkan 

2 Dokumen 606.243.120,75 
  

  

Jumlah Dokumen RKA dan DPA 
baik Pokok dan Perubahan yang 
tersusun 

4   Dokumen Jumlah Dokumen RKA dan 
DPA baik Pokok dan 
Perubahan yang tersusun 

4  Dokumen 

Jumlah Dokumen Renstra PD 
yang disusun dan ditetapkan 

1    Dokumen Jumlah Dokumen Renstra PD 
yang disusun dan ditetapkan 

1  Dokumen 

Jumlah Dokumen Evaluasi PD 
yang tersusun dan dilaporkan 

7   Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi 
PD yang tersusun dan 
dilaporkan 

7  Dokumen 

004 Pengumpulan dan Publikasi 
Data dan Informasi OPD 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Data dan 
Informasi yang dikumpulkan 

2 Laporan 327.910.869,22   
 

  
  

  
Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasionalisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran 

Jumlah Data dan Informasi yang 
terpublikasi 

1 Jenis 

005 Penyusunan dan Pengelolaan 
Administrasi Keuangan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Administrasi 
Keuangan 

3 Laporan 242.405.573,46 Penyusunan dan Pengelolaan 
Administrasi Keuangan 

Kota 
Makassar 

Jumlah Laporan Administrasi 
Keuangan 

3 Laporan 380.257.231,27   

006 Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Semesteran dan 
Akhir Tahun 

Kota 
Makassar 

Jumlah laporan keuangan 
semesteran dan akhir tahun 
yang disusun 

2 Laporan 31.172.220,00   
 

  
 

  Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasiona lisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran  

007 Penyusunan Pelaporan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Kota 
Makassar 

Jumlah laporan prognosis 
realisasi anggaran yang disusun 

1 Laporan 15.586.110,00   
 

  
 

  

53 PROGRAM PENINGKATAN 
DISIPLIN DAN KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
APARATUR 

  % ASN berkinerja sangat baik  100 % 391.859.414,84 PROGRAM PENINGKATAN 
DISIPLIN DAN KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
APARATUR 

 
% ASN berkinerja sangat 
baik  

100 % 249.142.907,17   

001 Penyusunan dan 
Pengelolaan Administrasi 
Kepegawaian 

Kota 
Makassar 

Jumlah laporan administrasi 
kepegawaian yang disusun 

4 Laporan 159.800.000,00 Penyusunan dan 
Pengelolaan Administrasi 
Kepegawaian 

Kota 
Makassar 

Jumlah laporan administrasi 
kepegawaian yang disusun 

4 Laporan 249.142.907,17   

Jumlah Aparat OPD yang kelola 
administrasi  kepegawaiannya  

150 Orang Jumlah Aparat OPD yang 
kelola administrasi 
kepegawaiannya 
  

150 Orang 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
Penting 

 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Kebutuhan Dana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

002 Pengadaan Pakaian Dinas 
dan Pakaian KORPRI 
Beserta Perlengkapannya 

Kota 
Makassar 

Jumlah Pakaian Dinas dan 
Pakaian KORPRI Beserta 
Perlengkapannya yang tersedia 

170 Pasang 103.700.000,00   
 

  
  

Sesuai dengan 
hasil Blue print  
Rasionalisasi 
Program,kegiatan 
dan anggaran 
   

003 Pengadaan Pakaian Dinas 
Lapangan dan Pakaian 
Khusus Hari-hari tertentu 

Kota 
Makassar 

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan 
dan Pakaian Khusus Hari-hari 
tertentu yang tersedia 

170 Pasang 97.685.400,00   
 

  
  

008 Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan 

Kota 
Makassar 

Jumlah peserta sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 
  

100 Orang 30.674.014,84   
 

  
  

          Penelitian dan Pengembangan 
 01 PROGRAM 

PENGEMBANGAN DAN 
IMPLEMENTASI INOVASI 
PEMERINTAHAN 
(Prioritas) 

  % Perangkat Daerah yang 
menghasilkan inovasi daerah 
(Prioritas) 

20 % 5.222.916.752,81 PROGRAM 
PENGEMBANGAN DAN 
IMPLEMENTASI INOVASI 
PEMERINTAHAN 
(Prioritas) 

 
% Perangkat Daerah yang 
menghasilkan inovasi 
daerah (Prioritas) 

20 % 2.832.716.752,81   

001 Science Techno Park (STP) 
Berbasis Pertanian 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah STP Berbasis Pertanian 1 STP 445.200.000,00   
 

  
  

Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran  

002 Science Techno Park (STP) 
Berbasis Kehutanan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah STP Berbasis 
Kehutanan 

1 STP 875.000.000,00   
 

  
  

003 Penguatan Kluster Inovasi Prov. 
Sulsel 

Jumlah Produk Komoditas 
Unggulan Daerah 

5 Produk 230.000.000,00 Penguatan Kluster Inovasi Prov. 
Sulsel 

Jumlah Produk Komoditas 
Unggulan Daerah 

5 Produk 230.000.000,00   

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Penguatan Kluster Inovasi 

1  
Rekomendasi 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Penguatan Kluster 
Inovasi 

1 
Rekomendasi 

006 Pekan Inovasi Sulawesi 
Selatan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Booth Pameran Hasil 
Riset dan Inovasi Daerah 

30 booth 470.000.000,00       
  
  

 
  Sesuai dengan 

hasil Blue print 
Rasionalisasi 
Program kegiatan 
dan anggaran 

Jumlah Artikel Seminar 
Kelitbangan 

10 artikel 

Jumlah Inkubator Bisnis 
Teknologi 

5 inkubator 

008 Pengembangan Riset pada 
Stasiun Litbang Teknologi 
Perikanan dan Kelautan 
Balitbangda Prov. Sulsel 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Data dan Informasi Daya 
Saing Produk Kelautan dan 
Perikanan 

1  
rekomendasi 

256.267.297,83 Pengembangan Riset pada 
Stasiun Litbang Teknologi 
Perikanan dan Kelautan 
Balitbangda Prov. Sulsel 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Data dan Informasi 
Daya Saing Produk Kelautan 
dan Perikanan 

1  
rekomendasi 

256.267.297,83   

009 Laboratorium Inovasi Prov. 
Sulsel 

Persentase Kebijakan Inovasi di 
Daerah 

70 % 300.000.000,00 Laboratorium Inovasi Prov. 
Sulsel 

Persentase Kebijakan 
Inovasi di Daerah 

70 % 300.000.000,00   

Persentase Perangkat Daerah 
yang Difasilitasi dalam 
Penerapan Inovasi Daerah 

20 % Persentase Perangkat Daerah 
yang Difasilitasi dalam 
Penerapan Inovasi Daerah 
  

20 % 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
Penting 

 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Kebutuhan Dana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

011 Governors Award Prov. 
Sulsel 

Jumlah OPD Provinsi/Lembaga 
Vertikal Berprestasi 

3 OPD/ 
lembaga 

250.000.000,00       
  
  
  

 
 
  

 
Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program, 
kegiatan dan 
anggaran  

Jumlah Kab./kota Berprestasi 3 Kab /Kota 
Jumlah Lembaga Non 
Pemerintah Berprestasi 

3 lembaga 

Jumlah Peserta Launching Buku 
Inovasi 

100 orang 

013 Pengembangan Inkubator 
Inovasi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Inkubator 
Inovasi 

0 
rekomendasi 

350.000.000,00       
  

  

Jumlah Produk Inkubator Inovasi 2 produk 
014 Revitalisasi Kebun Raya 

Pucak 
Prov. 
Sulsel 

Jumlah Kebun Raya 1 Kebun Raya 2.046.449.454,98 Revitalisasi Kebun Raya 
Pucak 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Kebun Raya 1 Kebun Raya 2.046.449.454,98   

02 PROGRAM KELITBANGAN 
DAN PEMANFAATAN 
IPTEK DAERAH 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah rekomendasi kebijakan 
hasil Kelitbangan dan 
pemanfaatan iptek daerah 

9  
Rekomendasi 

2.647.200.000,00 PROGRAM 
KELITBANGAN DAN 
PEMANFAATAN IPTEK 
DAERAH 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan hasil Kelitbangan 
dan pemanfaatan iptek 
daerah 

9  
Rekomendasi 

847.200.000,00   

002 Pemeliharaan Benih 
Eksplorasi dan Tanaman 
Koleksi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Spesies Benih Hasil 
Eksplorasi 

50 Spesies 150.000.000,00 Pemeliharaan Benih 
Eksplorasi dan Tanaman 
Koleksi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Spesies Benih Hasil 
Eksplorasi 

50 Spesies 150.000.000,00   

Jumlah Pemeliharaan Tanaman 
Koleksi 

300 pohon Jumlah Pemeliharaan 
Tanaman Koleksi 

300 pohon 

003 Eksplorasi Tumbuhan 
Sulawesi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Tumbuhan Sulawesi 70 Spesies 100.000.000,00 Eksplorasi Tumbuhan 
Sulawesi 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Tumbuhan Sulawesi 70 Spesies 100.000.000,00   

005 Penelitian Peningkatan 
Produktivitas Udang di 
Sulawesi Selatan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Produktivitas Udang di Sulawesi 
Selatan 

1 
rekomendasi 

150.000.000,00       
  

Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program,kegiatan 
dan anggaran 

007 Survey Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Publik di 
Sulawesi Selatan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Indeks Kepuasan Masyarkat 
(IKM) atas Pelayanan Publik 

1 
rekomendasi 

150.000.000,00 Survey Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Publik di 
Sulawesi Selatan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Indeks Kepuasan 
Masyarkat (IKM) atas 
Pelayanan Publik 

1  
Rekomen dasi 

150.000.000,00   

008 Pengembangan Kebijakan 
dan Isu-isu Strategis Sektor 
Pemerintahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Hasil Quick Research Isu-isu 
Strategis 

1 
rekomendasi 

100.000.000,00 Pengembangan Kebijakan 
dan Isu-isu Strategis Sektor 
Pemerintahan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Hasil Quick 
Research Isu-isu Strategis 

1  
Rekomendasi 

100.000.000,00   

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Hasil Evaluasi Peraturan/ 
Program Pemerintah Daerah 

1 
rekomendasi 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Hasil Evaluasi 
Peraturan/ Program 
Pemerintah Daerah 

1 
Rekomendasi 

009 Evaluasi Program Badan 
Usaha Milik Desa 
(BUMDES) di Kab/Kota di 
Sulawesi Selatan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengelolaan BUMDES 

1 
rekomendasi 

150.000.000,00           Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasionalisasi 
Program,kegiatan 
dan anggaran 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
Penting 

 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Kebutuhan Dana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

010 Jambore Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (IPTEK) 
Sulawesi Selatan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Data dan Informasi Bahan 
Masukan Jambore Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) Sulsel Tahun 2020 

0 data dan 
informasi 

300.000.000,00       
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  Sesuai dengan 
hasil Blue print 
Rasionalisasi 
Program, 
kegiatan dan 
anggaran 
   

Jumlah Peserta Launching 
JAMBORE IPTEK Tahun 2019 

0 orang 

Jumlah Hasil Riset Ilmiah Terbaik 
dari Hasil Lomba Riset Ilmiah 

3 Riset 
Ilmiah 

Jumlah Peserta Tour Wisata 
Edukasi 

100 orang 

Jumlah Peserta Outbound Activity 100 orang 
011 Penelitian Kebijakan 

Kesetaraan Gender, 
Disabilitas dan Kepemudaan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Kesetaraan Gender, Disabilitas 
dan Kepemudaan 

1 
rekomendasi 

200.000.000,00           

012 Penelitian Kebijakan Sosial 
dan Pengembangan 
Karakter 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Kesehatan 
Preventif 

0 
rekomendasi 

200.000.000,00       
  
  
  

  
  
  
  

  

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Destinasi 
Pariwisata 

1 
rekomendasi 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Strategi 
Ketenagakerjaan dan Jaminan 
Sosial 

0 
rekomendasi 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Pendidikan 
Vokasional 

0 
rekomendasi 

013 Peningkatan Kualitas 
Kelitbangan Utama 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah RancanganRekomendasi 
Dewan Riset Daerah (DRD) 

4 rancangan 347.200.000,00 Peningkatan Kualitas 
Kelitbangan Utama 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rancangan Rekomendasi 
Dewan Riset Daerah (DRD) 

4 rancangan 347.200.000,00   

Jumlah Rancangan Kelitbangan 
Rekomendasi Majelis 
Pertimbangan (MP) 

2 rancangan Jumlah Rancangan Kelitbangan 
Rekomendasi Majelis 
Pertimbangan (MP) 

2 rancangan 

Jumlah Persidangan Tim 
Pengendali Mutu (TPM) 

4 sidang Jumlah Persidangan Tim 
Pengendali Mutu (TPM) 

4 sidang 

014 Rapat Koordinasi (rakor) 
Kelitbangan 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Data & Informasi Bahan 
Masukan Rapat Koordinasi (Rakor) 
Kelitbangan Tahun 2020 

0 data dan 
informasi 

200.000.000,00     
  

  
  

  
  

  Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program, 
kegiatan dan 
anggaran 
   

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Perumusan 
Perencanaan Kelitbangan Tahunan 

1 
rekomendasi 

016 Penelitian Pengembalian 
Kejayaan Jeruk Selayar di 
Sulsel 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembalian Kejayaan Jeruk 
Selayar 

1 
rekomendasi 

150.000.000,00           

018 Penerapan Teknologi Adaptif 
untuk Peningkatan 
Produktivitas Kakao 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Peningkatan Produktivitas Kakao 
di Sulsel 

1 
rekomendasi 

150.000.000,00           
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 Sumber : Bappelibangda Prov. Sulsel 2020 

 

 
No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
Penting 

 Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 

Capaian Kebutuhan Dana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

019 Pengembangan dan 
Peningkatan Produksi Talas 
di Sulsel 

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi 
KebijakanPengembangan dan 
Peningkatan Produksi Talas  

1 
rekomendasi 

150.000.000,00           Sesuai dengan 
hasil Blue print  
rasionalisasi 
Program, 
kegiatan dan 
anggaran  

020 Penelitian Peningkatan 
Potensi dan Animo 
Masyarakat dalam 
Pengembangan dan 
Peningkatan Produksi Sagu 
di Sulawesi Selatan 
  

Prov. 
Sulsel 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Produksi Sagu 

1 
rekomendasi 

150.000.000,00           

                                                                          J U M L A H  37.247.594.648,83                                                                       J U M L A H   32.439.514.737,94    
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bappelitbangda Prov. Sulsel tidak secara langsung menampung atau mengakomodir 
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat 
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun OPD 
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda Prov. Sulsel maupun berdasarkan 
hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota.  

Dalam pelaksanaan musrenbang RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021 tidak ada masukan usulan 
program dan kegiatan masyarakat. 
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3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan 
sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang 
dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan 
pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta 
program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara 
nyata oleh semua pemangku kepentingan. 

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Perintah (RKP) Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan 
Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, 
Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan 
Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai 
antara lain:  
1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional 

berkisar antara 3,0 persen; 
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio 

pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen; 
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan 

nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 
5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.  

Adapun  7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021, yaitu: 

 

 

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan 
ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:  
a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta 

pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta 
kehutanan; dan  

Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan  ekonomi untuk  pertumbuhan  berkualitas dan  
berkeadilan 
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b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, 
serta ekonomi kreatif dan digital.  

 
 

 
 

 

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan 
pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan 
pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan 
keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:  
a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;  
b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; 
c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;  
d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis 

kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; 
e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara 

merata.  
 

 
 
 

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif 
dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan 
daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, 
inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 
a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;  
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;  
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;  
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;  
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;  
f. Pengentasan kemiskinan; dan  
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.  
 
 
 

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 
pemerataan 
 

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing 
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Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral 
dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada 
kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: 
a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;  
b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan;  
c. Revolusi mental dalam sistem sosial.  
Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, 
memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas  

 
 

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong 
pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan 
infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 
a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; 
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;  
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;  
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; 
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.  
 
 
 

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung 
lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta 
peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:  
a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 
b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; 
c. Pembangunan rendah karbon.  

 
 

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan 
publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah 
akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat 
diakses oleh semua masyarakat melalui: 

Prioritas Nasional 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 

Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 
pelayanan dasar 
 

Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan 
Perubahan Iklim  
 

Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 
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a. Peformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;  
b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;  
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;  
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.  
 

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung 
pencapaian sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang merupakan tahun 
ketiga RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023, serta dalam kaitan tugas pokok dan fungsi 
Bappelitbangda Prov. Sulsel yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah, maka dukungan Bappelitbangda Prov. Sulsel 
dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2021 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas 
dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan ke dalam dokumen 
Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021 yang sejalan dengan kebijakan Nasional dan prioritas 
nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2021 dan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021.  

 

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan 
pemerintahan daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang dalam mendukung 
pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018-2023.  

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah 
“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. 

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, 
inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam 
mewujudkan kondisi pada tahun 2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, 
“Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.  

Tujuan dan sasaran dalam Renja-PD tahun 2021 adalah turunan penjabaran dari Renstra-PD 
yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel adalah sebagaimana tabel 3.1 
berikut: 
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        Tabel 3.1     Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel 
 

         Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021 

Tujuan Sasaran 
 

Indikator Kinerja Target 
Kinerja 

       Urusan Perencanaan Pembangunan 
1. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja, 

Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan 
Perangkat Daerah   

Rata-rata Capaian Kinerja PD (Evaluasi dokumen perencanaan) 100% 
Nilai SAKIP OPD 85% 
% ASN Nilai SKP Kategori Baik 100% 

2. Terwujudnya perencanaan pembangunan 
daerah yang berkualitas dan bersinergi 

Meningkatnya keselarasan perencanaan dan 
evaluasi pembangunan  daerah 

Prosentase Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD 100% 
Prosentase Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD 100% 
Prosentase indicator program pembangunan daerah dengan tingkat 
capaian hasil (outcome) minimal 75% 

92,5% 

Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan 100% 
3. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi 

perencanaan pembangunan antar sektor dan 
antar wilayah 

Terintegrasinya program pembangunan sektoral 
dan kewilayahan 

Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 100% 

       Urusan Penelitian dan Pengembangan 
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan penguatan inovasi 
daerah melalui pengembangan dan 
implementasi inovasi pemerintahan daerah 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah melalui pengembangan 
dan implementasi inovasi pemerintahan daerah. 

Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah 20% 

2. Merumuskan kebijakan dan pengembangan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 
pemanfaatan hasil kelitbangan untuk 
kesejahteraan masyarakat 

Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan 
pengembangan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dengan termanfaatkannya hasil 
kelitbangan  
untuk kesejahteraan masyarakat. 

Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah 9  
Rekomendasi 

3. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja, 
perencanaan dan pengelolaan keuangan 
perangkat daerah 

Nilai SAKIP OPD 100% 
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah 100% 
Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik 100% 
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Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel 
Tahun 2021 mempertimbangan faktor-faktor sebagai berikut : 

1.  Pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan  

Dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023, maka 
Bappelitbangda menjabarkan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk 
program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya . 

2.  Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti 
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka Bappelitbangda Prov. Sulsel telah membuat 
Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs untuk periode Tahun 2018 - 2023. 

Penyusunan RAD TPB/SDGs Sulawesi Selatan ini sebagai perwujudan peranan aktif dalam 
pencapaian sasaran-sasaran global sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our 

World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. 

3.  Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial 

Kemiskinan telah menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan 
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk 
kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Bappelitbangda untuk meningkatkan 
sinergitas perencanaan pembangunan kemiskinan,pengangguran dan masalah sosial di Sulawesi 
Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta  kewenangannya. 

4. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi 
perhatian utama dalam perencanaan tata ruang dan wilayah di Sulawesi Selatan. 
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5.  Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dapat diwujudkan dengan meningkatkan 
daya saing dan produktivitas ekonomi Sulawesi Selatan. Sinergitas perencanaan ekonomi dapat 
menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 
 

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia 
untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang disertai kebutuhan 
pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan 
pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh 
pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan namun juga sumber pendanaan 
lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).  

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, 
yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra-PD yang mendukung prioritas 
pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan 
Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah. 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan 
sasaran rencana kerja, maka dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Adapun rencana program dan kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021 yang terdiri dari 2 
urusan, 12 program dan 48 kegiatan, sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 
yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. 
Sulsel diuraikan secara rinci sebagai berikut: 
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Tabel 4.1   Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
           Provinsi Sulawesi Selatan 

   Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) 

Kode Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2022 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian 
Kinerja 

Lokasi Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.00      Fungsi Penunjang Pemerintahan 

3.00 01     Perencanaan Pembangunan 
3.00 01 01.00 01  PROGRAM PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 
(Prioritas) 

%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 
yang ditetapkan (Prioritas) 

100 %  12.132.784.453,35 
 

 

  100 % 10.575.533.570,22 

% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD 
ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas) 

100 % 100 % 

% Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD 
(Prioritas) 

97 % 97 % 

3.00 01 01.00 01 002 Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 

Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Prov. 
Sulsel yang disusun dan ditetapkan  menjadi 
Peraturan Daerah 

1 Dokumen Kota 
Makassar 

544.399.623,35 APBD 
Prov 

 0 Dokumen 0,00 

3.00 01 01.00 01 003 Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan 
ditetapkan menjadi Perkada 

2 Dokumen Kota 
Makassar 

556.728.000,00 APBD 
Prov 

 2 Dokumen 371.353.848,00 

3.00 01 01.00 01 005 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Informasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah (e-Planning) 

Jumlah Aparatur Perencana OPD yang diberikan 
Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi e-
Planning 

52 Orang Kota 
Makassar 

560.942.400,00 APBD 
Prov 

 52 Orang 167.541.038,40 

Jumlah Sistem Informasi e-Planning yang 
terpelihara, tersedia dan termanfaatkan 

1 Sistem 1 Sistem 

Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala e- 
Planning 

1 Laporan 1 Laporan 

3.00 01 01.00 01 007 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 

Jumlah validasi dan reliabel hasil rekonsiliasi data 
dan informasi dalam SIPD 

3077 Data Kota 
Makassar 

843.337.076,00 APBD 
Prov 

 3077 Data 118.638.918,30 

3.00 01 01.00 01 009 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen 
RPJMD (Provinsi dan 24 Kab/Kota) 

0 Dok Kota 
Makassar 

506.296.600,00 APBD 
Prov 

 11 Dok 422.954.700,60 

Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RKPD 
(Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota) 

25 Dok 25 Dok 

Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan 
RPJMN/RPJPD dan RTRWN/RTRWP 

0 Dok 0 Dok 

3.00 01 01.00 01 010 Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas 
Perencanaan dan Penganggaran 

2 Laporan Kota 
Makassar 

534.910.525,00 APBD 
Prov 

 2 Laporan 556.841.856,53 

3.00 01 01.00 01 022 Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan 
Pembangunan 

Rekomendasi dan pertimbangan kepada 
Gubernur Sulawesi 

12 dokumen Kota 
Makassar 

8.586.170.229,00 APBD 
Prov 

 12 dokumen 8.938.203.208,39 
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Kode Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana            
Tahun 2022 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian 
Kinerja 

Lokasi Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.00 01 01.00 02  PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT 
PERTUMBUHAN BARU (Prioritas) 

Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan 
dan pengembangannya (Prioritas) 

3 Kawasan  356.227.346,97   3 Kawasan 360.872.382,58 

3.00 01 01.00 02 001 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan 
Ruang 

Jumlah rekomendasi pengembangan pusat 
pertumbuhan baru 

4 rekomendasi Kota 
Makassar 

170.588.642,64 APBD 
Prov 

 4 rekomendasi 172.820.375,09 

Jumlah rekomendasi penyelenggaraan penataan 
ruang 

4 rekomendasi 4 rekomendasi 

3.00 01 01.00 02 002 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus 

Jumlah Laporan rencana pengembangan 
kawasan ekonomi baru dan kawasan ekonomi 
khusus 

1 laporan Kota 
Makassar 

185.638.704,33 APBD 
Prov 

 1 laporan 188.052.007,49 

3.00 01 01.00 03  PROGRAM PERENCANAAN 
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN 
MANUSIA 

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan dalam Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

10 
Rekomendasi 

 709.675.297,32   10 
Rekomendasi 

718.911.820,48 

3.00 01 01.00 03 002 Penyusunan Rencana Aksi Daerah / 
Sustainable Develompment Goals (SDGs) 

Jumlah rencana aksi daerah Sustainable 
development Goals (SDGs) yang disusun 

24 Rencana 
Aksi 

Kota 
Makassar 

366.860.919,04 APBD 
Prov 

 24 Rencana 
Aksi 

371.632.797,06 

3.00 01 01.00 03 003 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusunan 
kebijakan program prioritas pembangunan 
kesehatan dan kesejahteraan sosial 

2 Dokumen Kota 
Makassar 

71.318.781,16 APBD 
Prov 

 2 Dokumen 72.248.611,39 

3.00 01 01.00 03 004 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas 
Pembangunan Bidang Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program 
Prioritas Pembangunan Kelembagaan 
Pemerintah dan Masyarakat 

2 Dokumen Kota 
Makassar 

129.928.403,44 APBD 
Prov 

 2 Dokumen 131.620.158,76 

3.00 01 01.00 03 006 Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas 
Pembangunan pendidikan dan Olahraga 

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan program 
strategis pembangunan pendidikan, pemuda 
dan olahraga 

2 Dokumen Kota 
Makassar 

141.567.193,68 APBD 
Prov 

 2 Dokumen 143.410.253,27 

3.00 01 01.00 04  PROGRAM PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN 

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang 
Perekonomian 

8   
Rekomendasi 

 764.784.633,41   8 
Rekomendasi 

774.741.307,61 

3.00 01 01.00 04 001 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan 
Kemiskinan 

Jumlah Dokumen Penanggulangan kemiskinan 1 Dokumen Kota 
Makassar 

335.412.223,17 APBD 
Prov 

 1 Dokumen 339.774.994,38 

3.00 01 01.00 04 002 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
Investasi, Penanaman Modal dan PTSP 

Jumlah Laporan perencanaan pengembangan 
investasi, penanaman modal dan PTSP 

1 Laporan Kota 
Makassar 

77.446.750,90 APBD 
Prov 

 1 Laporan 78.455.970,99 

3.00 01 01.00 04 003 Koordinasi Pencapaian Indikator Makro Jumlah Laporan capaian indikator makro 1 Laporan Kota 
Makassar 

12.809.897,96 APBD 
Prov 

 1 Laporan 12.978.838,97 

3.00 01 01.00 04 005 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
Bidang Koperasi dan UKM 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan 
Bidang Koperasi dan UKM 

1 Laporan Kota 
Makassar 

98.749.893,75 APBD 
Prov 

 1 Laporan 100.036.054,70 

3.00 01 01.00 04 009 Perencanaan Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan 
dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan 

1 Laporan Kota 
Makassar 

125.248.925,10 APBD 
Prov 

 1 Laporan 126.879.573,46 

3.00 01 01.00 04 010 Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan 
Pengendalian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan 
dan Pengendalian Sektor Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 

1 Laporan Kota 
Makassar 

115.116.942,53 APBD 
Prov 

 1 Laporan 116.615.875,11 
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Kode Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan 
Penting Prakiraan Maju Rencana  

Tahun 2022 
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian 

Kinerja 
Lokasi Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif 
Sumber 
Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.00 01 01.00 05  PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA 
ALAM 

Jumlah Rekomendasi Kesesuaian 
Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam 
Dokumen Perencanaan 

4   
Rekomendasi 

 218.529.256,85   4 
Rekomendasi 

221.373.027,12 

Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis 
perencanaan pembangunan sumber daya alam 

4   
Rekomendasi 

4 
Rekomendasi 

3.00 01 01.00 05 003 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 

Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi 
perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SDA 
dan LH 

2 Laporan Kota 
Makassar 

218.529.256,85 APBD 
Prov 

 2 Laporan 221.373.027,12 

3.00 01 01.00 06  PROGRAM PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 

Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan ke 
dalam dokumen Perencanaan 

4   
Rekomendasi 

 4.138.734.029,00   4 
Rekomendasi 

3.317.994.822,06 

Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis 
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

4   
Rekomendasi 

4 
Rekomendasi 

3.00 01 01.00 06 004 Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan 
Jembatan 

Jumlah rekomendasi pembangunan jalan 
daerah terisolir 

3    
Rekomendasi 

Kota 
Makassar 

291.300.527,00 APBD 
Prov 

 3 
Rekomendasi 

623.383.127,78 

Jumlah rekomendasi penyelenggaraan jalan dan 
jembatan 

4    
Rekomendasi 

4 
Rekomendasi 

Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang 
Jalan 

3    
Rekomendasi 

3 
Rekomendasi 

3.00 01 01.00 06 005 Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP Jumlah rekomendasi kelembagaan KOMIR 2    
Rekomendasi 

Kota 
Makassar 

3.446.400.000,00 APBD 
Prov 

 2 
Rekomendasi 

1.836.400.000,0 

Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PSETK 4    
Rekomendasi 

4 
Rekomendasi 

3.00 01 01.00 06 009 Koordinasi Perencanaan Pengembangan 
Wilayah 

Jumlah rekomendasi perencanaan sektor 
pengembangan wilayah 

3 Laporan Kota 
Makassar 

166.150.962,00 APBD 
Prov 

 3 Laporan 355.563.058,68 

3.00 01 01.00 06 010 Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial 
Provinsi 

Jumlah sistem informasi Geospasial yg dikelola 1 Sistem Kota 
Makassar 

234.882.540,00 APBD 
Prov 

 1 Sistem 502.648.635,60 

3.00 01 01.00 50  PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

% Pemenuhan administrasi perkantoran 100 %  5.317.073.136,89   100 % 3.693.975.354,07 

3.00 01 01.00 50 001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik 12 Bulan Kota 
Makassar 

261.455.906,96 APBD 
Prov 

 12 Bulan 23.098.816,62 

3.00 01 01.00 50 002 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional     
Roda 2 yang terbayarkan 

20 Unit Kota 
Makassar 

254.488.511,36 APBD 
Prov 

 20 Unit 16.040.844,87 

Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional     
Roda 4 yang terbayarkan 

13 Unit 13 Unit 

3.00 01 01.00 50 003 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 30 Orang Kota 
Makassar 

854.814.414,98 APBD 
Prov 

 30 Orang 624.170.985,23 

3.00 01 01.00 50 005 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah ATK yang tersedia 25 Jenis ATK Kota 
Makassar 

500.460.800,69 APBD 
Prov 

 25 Jenis ATK 265.210.773,96 
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Kode Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana  
Tahun 2022 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian 
Kinerja 

Lokasi Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.00 01 01.00 50 008 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang 

tersedia 
2 Jenis Kota 

Makassar 
1.844.034.894,04 APBD 

Prov 
 2 Jenis 1.626.251.330,53 

3.00 01 01.00 50 009 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran 1 Pameran Kota 
Makassar 

415.265.387,49 APBD 
Prov 

 1 Pameran 178.907.820,39 

3.00 01 01.00 50 010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 
dan Luar Daerah 

Jumlah perjalanan dinas 3250 Kali Kota 
Makassar 

1.186.553.221,37 APBD 
Prov 

 3250 Kali 960.294.782,47 

3.00 01 01.00 51  PROGRAM PENINGKATAN SARANA 
DAN PRASARANA APARATUR 

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran 100 %  3.940.146.572,15   100 % 3.395.194.523,05 

3.00 01 01.00 51 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / 
Asrama 

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang 
dipelihara 

1 Unit Kota 
Makassar 

1.053.973.084,49 APBD 
Prov 

 1 Unit 948.426.770,85 

3.00 01 01.00 51 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian 
Suku Cadang Kendaraan Jabatan/ Dinas 

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara 13 Unit Kota 
Makassar 

548.711.841,29 APBD 
Prov 

 13 Unit 436.597.131,49 

3.00 01 01.00 51 009 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 
Kantor 

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung 
kantor yang tersedia 

12 Unit Kota 
Makassar 

1.516.112.134,49 APBD 
Prov 

 12 Unit 1.416.573.628,50 

3.00 01 01.00 51 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 
dan Peralatan Kantor 

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung 
kantor yang dipelihara 

8 Unit Kota 
Makassar 

573.997.634,49 APBD 
Prov 

 8 Unit 462.211.640,0 

3.00 01 01.00 51 012 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 
Informasi/ Aplikasi/ Website 

Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara 
dan dikembangkan 

3 Sistem 
Informasi/ 
Aplikasi 

Kota 
Makassar 

247.351.877,39 APBD 
Prov 

 3 Sistem 
Informasi/ 
Aplikasi 

131.385.352,21 

Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website 150 Berita/ 
Informasi 

150 Berita/ 
Informasi 

3.00 01 01.00 52  PROGRAM PENINGKATAN 
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN 
EVALUASI KINERJA 

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan kinerja tepat 
waktu 

100 %  986.500.352,02   100 % 720.059.567,46 

3.00 01 01.00 52 002 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen 
Perencanaan dan Penganggaran Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja 
yang disusun dan ditetapkan 

2 Dokumen Kota 
Makassar 

 

 

 

606.243.120,75 
 

 

 

APBD 
Prov 

 2 Dokumen 474.502.721,55 

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan 
Perubahan yang tersusun 

4 Dokumen 4 Dokumen 

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan 
ditetapkan 

1 Dokumen 0 Dokumen 

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun 
dan dilaporkan 

7 Dokumen 7 Dokumen 

3.00 01 01.00 52 005 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi 
Keuangan 

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 3 Laporan Kota 
Makassar 

380.257.231,27 APBD 
Prov 

 3 Laporan 245.556.845,91 

3.00 01 01.00 53  PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

% ASN berkinerja sangat baik 100 %  249.142.907,17   100 % 159.800.000,00 

3.00 01 01.00 53 001 Penyusunan dan Pengelolaan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang 
disusun 

4 Laporan Kota 
Makassar 

249.142.907,17 APBD 
Prov 

 4 Laporan 159.800.000,00 

Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi 
kepegawaiannya 

150 Orang 150 Orang 
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Kode Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana  
Tahun 2022 

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian 
Kinerja 

Lokasi Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.00 04     Penelitian dan Pengembangan 
3.00 04 01.00 01  PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 

IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN 
(Prioritas) 

% Perangkat Daerah yang menghasilkan 
inovasi daerah (Prioritas) 

20 %  2.832.716.752,81   20 % 2.893.882.932,54 

3.00 04 01.00 01 003 Penguatan Kluster Inovasi Jumlah Produk Komoditas Unggulan Daerah 5 Produk Prov. 
Sulsel 

230.000.000,00 APBD 
Prov 

 5 Produk 230.000.000,00 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan 
Kluster Inovasi 

1   
Rekomendasi 

1 
Rekomendasi 

3.00 04 01.00 01 008 Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang 
Teknologi Perikanan dan Kelautan 
Balitbangda Prov. Sulsel 

Jumlah Data dan Informasi Daya Saing Produk 
Kelautan dan Perikanan 

1   
Rekomendasi 

Prov. 
Sulsel 

256.267.297,83 APBD 
Prov 

 1   
Rekomendasi 

256.323.795,98 

3.00 04 01.00 01 009 Laboratorium Inovasi Persentase Kebijakan Inovasi di Daerah 70 % Prov. 
Sulsel 

300.000.000,00 APBD 
Prov 

 

 80 % 300.000.000,00 

Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi 
dalam Penerapan Inovasi Daerah 

20 % 20 % 

3.00 04 01.00 01 014 Revitalisasi Kebun Raya Pucak Jumlah Kebun Raya 1 Kebun Raya Prov. 
Sulsel 

2.046.449.454,98 APBD 
Prov 

 1 Kebun Raya 2.107.559.136,56 

3.00 04 01.00 02  PROGRAM KELITBANGAN DAN 
PEMANFAATAN IPTEK DAERAH 

Jumlah rekomendasi kebijakan hasil 
Kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah 

9   
Rekomendasi 

Prov. 
Sulsel 

847.200.000,00 APBD 
Prov 

 9 
Rekomendasi 

847.200.000,00 

3.00 04 01.00 02 002 Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman 
Koleksi 

Jumlah Spesies Benih Hasil Eksplorasi 50 Spesies Prov. 
Sulsel 

150.000.000,00 APBD 
Prov 

 50 Spesies 150.000.000,00 

Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi 300 pohon 500 pohon 

3.00 04 01.00 02 003 Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi Jumlah Tumbuhan Sulawesi 70 Spesies Prov. 
Sulsel 

100.000.000,00 APBD 
Prov 

 80 Spesies 100.000.000,00 

3.00 04 01.00 02 007 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks 
Kepuasan Masyarkat (IKM) atas Pelayanan 
Publik 

1  
Rekomendasi 

Prov. 
Sulsel 

150.000.000,00 APBD 
Prov 

 1  
Rekomendasi 

150.000.000,00 

3.00 04 01.00 02 008 Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis 
Sektor Pemerintahan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick 
Research Isu-isu Strategis 

1     
rekomendasi 

Prov. 
Sulsel 

100.000.000,00 APBD 
Prov 

 1    
rekomendasi 

100.000.000,00 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi 
Peraturan/Program Pemerintah Daerah 

1     
rekomendasi 

1   
rekomendasi 

3.00 04 01.00 02 013 Peningkatan Kualitas Kelitbangan Utama Jumlah Rancangan Rekomendasi Dewan Riset 
Daerah (DRD) 

4  rancangan Prov. 
Sulsel 

347.200.000,00 APBD 
Prov 

 4  rancangan 347.200.000,00 

Jumlah Rancangan Kelitbangan Rekomendasi 
Majelis Pertimbangan (MP) 

2  rancangan 2  rancangan 

Jumlah Persidangan Tim Pengendali Mutu 
(TPM) 

4 sidang 4 sidang 

                                                                                                                                                     J U M L A H  32.493.514.737,94  27.679.539.307,19 
   Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021 
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Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas 
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah, saat 
ini dihadapkan pada sejumlah isu pada tingkat global, nasional, regional, dan lokal yang semakin 
kompleks. Penyusunan Renja-PD Tahun 2021 diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan 
perubahan yang tengah terjadi dengan pesat.  Renja-PD Tahun 2021 sangat diperlukan dalam rangka 
upaya meningkatkan perencanaan kinerja Bappelitbangda Prov. Sulsel.   

Renja-PD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan 
mengacu RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021, dengan berpedoman pada RPJPD Prov. Sulsel Tahun 
2008-2028, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2021.  Dengan demikian ada keselarasan 
antara tema dan prioritas provinsi dengan tema dan prioritas nasional. 

Renja-PD Tahun 2021 dijadikan sebagai pedoman bagi Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam 
menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun RKA tahun 2021. Penyusunan 
Renja-PD didasarkan pada program dan kegiatan dengan acuan skala prioritas serta disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan Renja-PD setiap tahun dimaksudkan untuk 
memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi 
dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta 
sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. 

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran 
Bappelitbangda Prov. Sulsel, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Seluruh Pejabat dan staf Bappelitbangda Prov. Sulsel secara bersama-sama mempunyai 
kewajiban dan tanggung jawab untuk: 
a. Melaksanakan Renja-PD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan 

kewenangannya; 
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan RKA . 

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja 
secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2021. 
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  Makassar,      Juli 2020 
Badan Perencanaan Pembangunan,  

Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Plt. Kepala, 
 
 
 

 JUNAEDI B, S.Sos., MH. 
 Pangkat : Pembina  

              NIP : 19760601 200604 1 01760601 
200604 1 0171976 
 
 
 
 
 

Dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apa pun tidak akan dirasakan manfaatnya 
bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan penuh berbagai 
pihak yang terkait dan kritik yang membangun, khususnya segenap personil pada Bappelitbangda 
Prov. Sulsel demi tercapainya sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel dan menopang keberhasilan 
terhadap program-program prioritas.  

Dengan ditetapkannya Renja-PD Tahun 2021, maka selanjutnya Renja-PD Tahun 2021 akan 
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA dengan berpedoman pada KUA-PPAS  serta  
APBD Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

 

 
 
 



LAMPIRAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN DAERAH



URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UNSUR 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN

UNSUR 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN

3 PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN

5 01

3 01 PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH

%ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan 
RKPD Yang Ditetapkan (prioritas), % 
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD 
Ke Dalam RKPD Dan APBD (prioritas), % 
Rata-rata Capaian Kinerja Program 
RPJMD

PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN 
DAERAH

%ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 
Yang Ditetapkan (prioritas), % Penjabaran 
Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam 
RKPD Dan APBD (prioritas), % Rata-rata 
Capaian Kinerja Program RPJMD

5 01 02

Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah

% kesesuaian dokumen 
perencanaan dengan sasaran 
pembangunan nasional

5 01 02 1.01

3 01 001 Penyusunan Dokumen RPJMD 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2018-2023

Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Sulsel yang 
disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah

Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Sulsel yang 
disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah

5 01 02 1.01 01

3 01 002 Penyusunan Dokumen Perubahan 
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018-2023

Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Prov. 
Sulsel yang disusun dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Prov. 
Sulsel yang disusun dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah

3 01 003 Penyusunan Dokumen RKPD 
Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan 
ditetapkan menjadi Perkada

Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan 
ditetapkan menjadi Perkada

3 01 006 Pembinaan Penyelenggaraan 
Perencanaan Lingkup Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam 
penyelenggaraan Perencanaan; Jumlah 
Fasilitasi Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan Perencanaan

Koordinasi Penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah 
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD) Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam 
penyelenggaraan Perencanaan; Jumlah 
Fasilitasi Perangkat Daerah dalam 
penyelenggaraan Perencanaan

5 01 02 1.01 02

3 01 004 Penyelenggaraan Musrenbang 
dalam Rangka Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Daerah

Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang; 
Jumlah Usulan Musrenbang

Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang 
Provinsi

Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang; 
Jumlah Usulan Musrenbang

5 01 02 1.01 03

3 01 008 Forum Kerjasama Pembangunan 
Regional Sulawesi

Jumlah dokumen hasil Forum Regional 
Sulawesi

Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat 
Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Jumlah dokumen hasil Forum Regional 
Sulawesi

5 01 02 1.01 04

3 01 007 Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Informasi Pembangunan 
Daerah (SIPD)

Jumlah validasi dan reliabel hasil rekonsiliasi 
data dan informasi dalam SIPD

Pengelolaan Data dan Informasi 
Pembangunan Daerah

Jumlah validasi dan reliabel hasil rekonsiliasi 
data dan informasi dalam SIPD

5 01 02 1.01 07

3 01 005 Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala e-
Planning; Jumlah Aparatur Perencana OPD 
yang diberikan Pelatihan Penggunaan 
Sistem Informasi e-Planning; Jumlah Sistem 
Informasi e-Planning yang terpelihara, 
tersedia dan termanfaatkan

Pengumpulan dan Analisis Data dan 
Informasi Pembangunan untuk 
Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala e-
Planning; Jumlah Aparatur Perencana OPD 
yang diberikan Pelatihan Penggunaan Sistem 
Informasi e-Planning; Jumlah Sistem 
Informasi e-Planning yang terpelihara, 
tersedia dan termanfaatkan

5 01 02 1.01 09

Koordinasi Perencanaan 
Pendanaan Pembangunan 
Daerah

% kesesuaian perencanaan 
pendanaan pembangunan dengan 
dokumen pelaksanaan 
pembangunan

5 01 02 1.02

3 01 012 Asistensi Usulan Penganggaran 
Pembangunan

Jumlah OPD yang diasistensi Rencana 
Kebutuhan Anggarannya

Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif 
Pembangunan Daerah

Jumlah OPD yang diasistensi Rencana 
Kebutuhan Anggarannya

5 01 02 1.02 01

3 01 011 Penyusunan Usulan Pendanaan dan 
Konsultasi Program Kegiatan 
Dekonsentrasi, TP dan DAK

Jumlah Laporan Usulan Pendanaan Dana 
Dekonsentrasi, TP dan DAK

Koordinasi dan Sinkronisasi Penganggaran 
di daerah

Jumlah Laporan Usulan Pendanaan Dana 
Dekonsentrasi, TP dan DAK

5 01 02 1.02 02

3 01 005 Sinergitas Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas 
Perencanaan dan Penganggaran

Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan 
Pendanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas 
Perencanaan dan Penganggaran

5 01 02 1.02 03

Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Pembangunan 
Daerah

% kesesuaian dokumen 
pelaksanaan pembangunan dengan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah

5 01 02 1.03

Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan 
RPJMN/RPJPD dan RTRWN/RTRWP; 
Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen 
RPJMD (Provinsi dan 24 Kab/Kota)

Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan 
RPJMN/RPJPD dan RTRWN/RTRWP; 
Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen 
RPJMD (Provinsi dan 24 Kab/Kota)

Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen 
RKPD (Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 
Kab/Kota)

Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen 
RKPD (Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 
Kab/Kota)

KODE KODE

LAMPIRAN 
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

1 14

Koordinasi Penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi

3 01 009 Pengendalian dan Evaluasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah

01Monitoring Program dan Kegiatan 
Perangkat Daerah

5 01 02 1.03

Page 1



URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEG KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KODE KODE
PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

1 14
3 01 019 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen 

Renstra dan  Renja Perangkat 
Daerah

Jumlah dokumen renstra opd yg di evaluasi 
(56 Perangkat Daerah; Jumlah dokumen 
Renja opd yg di evaluasi (56 Perangkat 
Daerah)

Jumlah dokumen renstra opd yg di evaluasi 
(56 Perangkat Daerah; Jumlah dokumen 
Renja opd yg di evaluasi (56 Perangkat 
Daerah)

3 01 013 Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Informasi Monitoring dan 
Evaluasi (SIMONEV)

Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan 
dikembangkan

Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan 
dikembangkan

Jumlah Dokumen Hasil evaluasi Dokumen 
APBD Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil evaluasi Dokumen 
APBD Provinsi

Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi 
penyelenggaraaan Dekosentrasi

Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi 
penyelenggaraaan Dekosentrasi

Jumlah laporan triwulanan  hasil evaluasi  
penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 
Kab/Kota)

Jumlah laporan triwulanan  hasil evaluasi  
penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 
Kab/Kota)

Jumlah laporan triwulanan hasil evaluasi 
penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)

Jumlah laporan triwulanan hasil evaluasi 
penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)

3 01 022 Fasilitasi Tim Gubernur untuk 
Percepatan Pembangunan

Rekomendasi dan pertimbangan kepada 
Gubernur Sulawesi

Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan 
Pembangunan

Rekomendasi dan pertimbangan kepada 
Gubernur Sulawesi

5 01 02 1.03 xx

3 01 016 Pengumpulan Updating dan Analisis 
Informasi Pencapaian Target Kinerja 
Program dan Kegiatan

Jumlah Data Sistem Informasi 
Pembangunan Daerah

Penyusunan Pelaporan Capaian 
Pembangunan Daerah

Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan 
Daerah

5 01 02 1.03 04

3 03 PROGRAM PERENCANAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan Dalam 
Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan 
Manusia 

PROGRAM PERENCANAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang 
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 

5 01 03

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang 
Pemerintahan

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang 
Pemerintahan

5 01 03 1.01

3 03 004 Penyusunan Kebijakan/Program 
Prioritas Pembangunan Bidang 
Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program 
Prioritas Pembangunan Kelembagaan 
Pemerintah dan Masyarakat

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program 
Prioritas Pembangunan Kelembagaan 
Pemerintah dan Masyarakat

5 01 03 1.01 01

3 03 005 Pengembangan Kerjasama Lingkup 
Bidang Pemerintahan, Sosial dan 
Budaya

Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan 
Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, 
Sosial dan Budaya 

Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan 
Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, 
Sosial dan Budaya 

3 03 007 Updating Rencana Aksi Daerah 
Pemberantasan Korupsi Prov Sulsel

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Updating Rencana Aksi Daerah 
Pemberantasan Korupsi Prov. Sulsel

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD 
Dan RKPD) Bidang Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Updating Rencana Aksi Daerah 
Pemberantasan Korupsi Prov. Sulsel

5 01 03 1.01 03

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang 
Pembangunan Manusia

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang 
Pembangunan Manusia 

5 01 03 1.02

Penyusunan Kebijakan / Program 
Prioritas Pembangunan pendidikan 
dan Olahraga 

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan 
program strategis pembangunan pendidikan, 
pemuda dan olahraga 

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan program 
strategis pembangunan pendidikan, pemuda 
dan olahraga 

5 01 03 1.02 01

3 03 006 Pengembangan dan Pembinaan 
Kab/Kota Layak anak

Jumlah kabupaten/kota layak anak yang 
dibina

Jumlah kabupaten/kota layak anak yang 
dibina

3 03 009 Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan 
Perangkat Daerah terkait 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 
sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
perangkat daerah terkait Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD 
Dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas 
dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah 
terkait Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia

5 01 03 1.02 01

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang 
Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang 
Kesejahteraan Masyarakat

5 01 02 1.03

3 03 001 Koordinasi Pencapaian Gerakan 
Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (1000HPK)

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Koordinasi Pencapaian Gerakan Perbaikan 
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 
(1000HPK)

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Koordinasi Pencapaian Gerakan Perbaikan 
Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan 
(1000HPK)

5 01 03 1.03 01

3 03 003 Penyusunan Kebijakan/Program 
Prioritas Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 
penyusunan kebijakan program prioritas 
pembangunan kesehatan dan kesejahteraan 
sosial

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 
penyusunan kebijakan program prioritas 
pembangunan kesehatan dan kesejahteraan 
sosial

3 03 010 Penyusunan Kebijakan / Program 
Prioritas Pembangunan 
Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Penyusunan Kebijakan/ Program 
Pembangunan Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Penyusunan Kebijakan/ Program 
Pembangunan Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

    
 

5 01 02 1.03 03

3 01 017

Evaluasi Capaian Program / Kegiatan 
Perangkat Daerah

Pengendalian, Evaluasi, dan 
Pelaporan APBD, Dekon, TP, dan 
DAK

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang  
Pemerintahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang 
Pembangunan Manusia

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang 
Kesejahteraan Masyarakat
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1 14
3 03 002 Penyusunan Rencana Aksi Daerah / 

Sustainable Develompment Goals 
(SDGs)

Jumlah rencana aksi daerah Sustainable 
development Goals (SDGs) yang disusun

Jumlah rencana aksi daerah Sustainable 
development Goals (SDGs) yang disusun

5 01 03 1.03 03

3 04 001 Koordinasi Perencanaan 
Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Dokumen Penanggulangan 
kemiskinan 

Jumlah Dokumen Penanggulangan 
kemiskinan 

3 06 008 Koordinasi Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah rekomendasi peningkatan capaian 
tatanan kab/kota sehat

Jumlah rekomendasi peningkatan capaian 
tatanan kab/kota sehat

3 02 PROGRAM PENGEMBANGAN 
PUSAT PERTUMBUHAN BARU

Jumlah Kawasan Yang Difasilitasi 
Perencanaan dan Pengembangannya

PROGRAM PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN DAN 
SUMBER DAYA ALAM

Jumlah Kawasan Yang Difasilitasi 
Perencanaan dan Pengembangannya; 
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang 
Perekonomian; Jumlah Rekomendasi 
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan 
SDA Ke Dalam Dokumen Perencanaan, 
Jumlah Rekomendasi Pembinaan Teknis 
Perencanaan Pembangunan Sumber Daya 
Alam 

5 01 04

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang 
Perekonomian

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang 
Perekonomian

5 01 04 1.01

3 02 002 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Ekonomi Baru dan 
Kawasan Khusus

Jumlah Laporan rencana pengembangan 
kawasan ekonomi baru dan kawasan 
ekonomi khusus

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang  
Perekonomian

Jumlah Laporan rencana pengembangan 
kawasan ekonomi baru dan kawasan 
ekonomi khusus

5 01 04 1.01 01

3 04 PROGRAM PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN

Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan Dalam 
Bidang Perekonomian

PROGRAM PERENCANAAN 
PEREKONOMIAN DAN 
SUMBER DAYA ALAM

Jumlah Kawasan Yang Difasilitasi 
Perencanaan dan Pengembangannya; 
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang 
Perekonomian; Jumlah Rekomendasi 
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan 
SDA Ke Dalam Dokumen Perencanaan, 
Jumlah Rekomendasi Pembinaan Teknis 
Perencanaan Pembangunan Sumber Daya 
Alam 

5 01 04

3 02 003 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Industri

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Industri

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Industri

3 04 002 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Investasi, 
Penanaman Modal dan PTSP

Jumlah Laporan perencanaan 
pengembangan investasi, penanaman modal 
dan PTSP

Jumlah Laporan perencanaan 
pengembangan investasi, penanaman modal 
dan PTSP

3 04 005 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Bidang Koperasi dan 
UKM

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM

3 04 003 Koordinasi Pencapaian Indikator 
Makro

Jumlah Laporan capaian indikator makro Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD 
Dan RKPD) Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan capaian indikator makro 5 01 04 1.01 03

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang 
Ekonomi Kreatif

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang Ekonomi 
Kreatif

5 01 04 1.02

3 02 005 Perencanaan Pengembangan 
Perdagangan

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Perdagangan

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Perdagangan

5 01 04 1.02 01

3 02 005 Perencanaan Pengembangan Sektor 
pariwisata

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Sektor Pariwisata

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan Sektor Pariwisata

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang Sumber 
Daya Alam

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang Sumber 
Daya Alam

5 01 04 1.03

3 02 005 Perencanaan Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Kelautan dan 
Perikanan

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian Sektor 
Kelautan dan Perikanan

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian Sektor 
Kelautan dan Perikanan

5 01 04 1.01 01

3 04 010 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian Sektor 
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian Sektor 
Tanaman Pangan dan Hortikultura

3 04 011 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian 
Sektor Perkebunan

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian Sektor 
Perkebunan

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian Sektor 
Perkebunan

3 04 012 Perencanaan Pengembangan dan 
Pengendalian Sektor Peternakan

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian Sektor 
Peternakan

Jumlah Laporan perencanaan 
Pengembangan dan Pengendalian Sektor 
Peternakan

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang  
Perekonomian

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD 
Dan RKPD) Bidang Kesejahteraan 
Masyarakat

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang 
Ekonomi Kreatif

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang  
Sumber Daya Alam
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1 14
3 05 PROGRAM PERENCANAAN 

SUMBERDAYA ALAM
Jumlah Rekomendasi Kesesuaian 
Perencanaan Pembangunan SDA Ke 
Dalam Dokumen Perencanaan, Jumlah 
Rekomendasi Pembinaan Teknis 
Perencanaan Pembangunan Sumber Daya 
Alam 

3 05 003 Koordinasi Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA 
dan Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi 
perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan 
SDA dan LH

Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi 
perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan 
SDA dan LH

3 06 PROGRAM PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR DAN 
KEWILAYAHAN

Jumlah Rekomendasi Kesesuaian 
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 
Dan Kewilayahan Ke Dalam Dokumen 
Perencanaan; Jumlah Rekomendasi 
Pembinaan Teknis Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur Dan 
Kewilayahan 

PROGRAM PERENCANAAN 
INFRASTRUKTUR DAN 
KEWILAYAHAN

Jumlah Rekomendasi Kesesuaian 
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 
Dan Kewilayahan Ke Dalam Dokumen 
Perencanaan; Jumlah Rekomendasi 
Pembinaan Teknis Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur Dan 
Kewilayahan 

5 01 05

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang Sumber 
Daya Air dan Lingkungan 
Hidup

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang Sumber 
Daya Air dan Lingkungan Hidup

5 01 05 1.01

3 06 005 Koordinasi Pelaksanaan Program 
IPDMIP

Jumlah rekomendasi kelembagaan KOMIR; 
Jumlah rekomendasi penyelenggaraan 
PSETK

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang  
Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi kelembagaan KOMIR; 
Jumlah rekomendasi penyelenggaraan 
PSETK

5 01 05 1.01 01

3 5 004 Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Rendah Karbon

Jumlah rekomendasi integrasi PPRK dalam 
dokumen perencanaan daerah

Jumlah rekomendasi integrasi PPRK dalam 
dokumen perencanaan daerah

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang 
Kebinamargaan dan 
Perhubungan

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang 
Kebinamargaan dan Perhubungan

5 01 05 1.02

3 06 004 Koordinasi Penyelenggaraan Jalan 
dan Jembatan

Jumlah rekomendasi pembangunan jalan 
daerah terisolir; Jumlah rekomendasi 
pengusulan DAK Bidang Jalan; Jumlah 
rekomendasi penyelenggaraan jalan dan 
jembatan

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang 
Kebinamargaan dan Perhubungan

Jumlah rekomendasi pembangunan jalan 
daerah terisolir; Jumlah rekomendasi 
pengusulan DAK Bidang Jalan; Jumlah 
rekomendasi penyelenggaraan jalan dan 
jembatan

5 01 05 1.02 01

Fasilitasi dan Monev 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang 
Keciptakaryaan dan 
Kewilayahan

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Fasilitasi dan Monev Perencanaan 
Pembangunan Bidang 
Keciptakaryaan dan Kewilayahan

5 01 05 1.03

3 06 009 Koordinasi Perencanaan 
Pengembangan Wilayah

Jumlah rekomendasi perencanaan sektor 
pengembangan wilayah

Jumlah rekomendasi perencanaan sektor 
pengembangan wilayah

5 01 05 1.03 01

3 02 001 Koordinasi Penyelenggaraan 
Penataan Ruang

Jumlah rekomendasi pengembangan pusat 
pertumbuhan baru; Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan penataan ruang

Jumlah rekomendasi pengembangan pusat 
pertumbuhan baru; Jumlah rekomendasi 
penyelenggaraan penataan ruang

3 06 010 Pengelolaan Jaringan Informasi 
Geospasial Provinsi

Jumlah sistem informasi Geospasial yg 
dikelola

Jumlah sistem informasi Geospasial yg 
dikelola

PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN

5 05

3 04 02 PROGRAM KELITBANGAN DAN 
PEMANFAATAN IPTEK DAERAH

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil 
Kelitbangan dan Pemanfaatan IPTEK 
Daerah

PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil 
Kelitbangan dan Pemanfaatan IPTEK 
Daerah

5 05 02

Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pengkajian Peraturan 

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan

5 05 02 1.01

3 04 02 008 Pengembangan Kebijakan dan Isu-
isu Strategis Sektor Pemerintahan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick 
Research Isu-isu Strategis; Jumlah 
Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi 
Peraturan/Program Pemerintah Daerah

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian
dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 
Umum

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick 
Research Isu-isu Strategis; Jumlah 
Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi 
Peraturan/Program Pemerintah Daerah

5 05 02 1.01 02

3 04 02 007 Survey Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Pelayanan Publik di 
Sulawesi Selatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks 
Kepuasan Masyarkat (IKM) atas Pelayanan 
Publik

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks 
Kepuasan Masyarkat (IKM) atas Pelayanan 
Publik

5 05 02 1.01 03

3 04 02 009 Evaluasi Program Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDES) di Kab/Kota di 
Sulawesi Selatan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan 
BUMDES

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Badan Usaha Milik Desa

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan 
BUMDES

5 05 02 1.01 11

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Bidang 
Keciptakaryaan dan Kewilayahan
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1 14
Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Sosial dan
Kependudukan

% pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan Bidang Sosial dan 
Kependudukan yang sesuai 
dengan perencanaan 
pembangunan daerah

5 05 02 1.02

3 04 02 012 Penelitian Kebijakan Sosial dan 
Pengembangan Karakter

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Kesehatan Preventif; 
Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Destinasi Pariwisata; 
Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Strategi Ketenagakerjaan 
dan Jaminan Sosial; Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Pengembangan Pendidikan 

Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Aspek-Aspek Sosial

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Pengembangan Kesehatan Preventif; Jumlah 
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 
Destinasi Pariwisata; Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Pengembangan Strategi 
Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial; Jumlah 
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 
Pendidikan Vokasional

5 05 02 1.02 01

3 04 02 011 Penelitian Kebijakan Kesetaraan 
Gender, Disabilitas dan Kepemudaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesetaraan 
Gender, Disabilitas dan Kepemudaan

Penelitian dan Pengembangan 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesetaraan 
Gender, Disabilitas dan Kepemudaan

5 05 02 1.02 02

Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi Dan Pembangunan

% pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan yang sesuai 
dengan perencanaan 
pembangunan daerah

5 05 02 1.03

3 04 01 014 Revitalisasi Kebun Raya Pucak Jumlah Kebun Raya Jumlah Kebun Raya 5 05 02 1.03 04
3 04 02 002 Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan 

Tanaman Koleksi
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi; 
Jumlah spesies benih hasil eksplorasi

Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi; 
Jumlah spesies benih hasil eksplorasi

3 04 02 003 Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi Jumlah Tumbuhan Sulsel Jumlah Tumbuhan Sulsel
3 04 01 008 Pengembangan Riset pada Stasiun 

Litbang Teknologi Perikanan dan 
Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel

Jumlah Data dan Informasi Daya Saing 
Produk Kelautan dan Perikanan 

Penelitian dan Pengembangan Kelautan 
dan
Perikanan

Jumlah Data dan Informasi Daya Saing 
Produk Kelautan dan Perikanan 

5 05 02 1.03 05

3 04 02 015 Penelitian Pengelolaan Sampah 
Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan 
Sampah Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil

Penelitian dan Pengembangan Lingkungan 
Hidup

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan 
Sampah Pesisir di Area Pulau-pulau Kecil

5 05 02 1.03 07

3 04 01 PROGRAM PENGEMBANGAN 
DAN IMPLEMENTASI INOVASI 
PEMERINTAHAN

% Perangkat daerah yang Menghasilkan 
Inovasi

Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi

% Perangkat daerah yang 
Menghasilkan Inovasi

5 05 02 1.04

3 04 01 014 Penguatan Kluster Inovasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan 
Kluster Inovasi; Jumlah Produk Komoditas 
Unggulan Daerah

Penelitian, Pengembangan, dan 
Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan 
Kluster Inovasi; Jumlah Produk Komoditas 
Unggulan Daerah

5 05 02 1.04 01

Persentase Perangkat Daerah yang 
Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Uji Coba dan Penerapan Rancang 
Bangun/Model
Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi 
Inovasi dan Penerapan Teknologi

Persentase Perangkat Daerah yang 
Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persentase Kebijakan Inovasi  di Daerah Persentase Kebijakan Inovasi  di Daerah
3 04 01 013 Pengembangan Inkubator Inovasi Jumlah Produk Inkubator Inovasi; Jumlah 

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 
Inkubator Inovasi

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Yang Bersifat Inovatif

Jumlah Produk Inkubator Inovasi; Jumlah 
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 
Inkubator Inovasi

5 05 02 1.04 03

3 04 01 006 Pekan Inovasi Sulawesi Selatan Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan 
Inovasi Daerah; Jumlah Artikel Seminar  
Kelitbangan; Jumlah Inkubator Bisnis 
Teknologi; Jumlah Booth Pameran Hasil 
Riset dan Inovasi Daerah

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
Kelitbangan

Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan 
Inovasi Daerah; Jumlah Artikel Seminar  
Kelitbangan; Jumlah Inkubator Bisnis 
Teknologi; Jumlah Booth Pameran Hasil Riset 
dan Inovasi Daerah

5 05 02 1.04 04

Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Perkebunan dan Pangan

3 04 01 009 02Laboratorium Inovasi 5 05 02 1.04

NIP. 19691206 199603 1 004

                                      Makassar,           Maret 2020

  BAPPELITBANGDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA,

Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si., IPU
Pangkat Pembina Utama Madya
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